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ABSTRAK

Pelayanan Izin Usaha Perikanan
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara

SYAMSIR HIDAYAT
Universitas Terbuka
syamsir1977@gmail.com

Kata Kunci : Pelayanan publik, kebijakan publik, izin usaba perikanan,
dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Snkamara

Penelitian 1m dilakukan untuk mengetahui dan nmienganalisis kualitas
pelayanan izin usaha perikanan serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Sukamara. Bagi ilmu pépgetahuan, Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkémbdrigan ilmu administrasi
dan bagi pembangunan, hasi] penelitian dihardpkan memberikan umpan balik
kepada Pemerintah Sukamara beserta elemienceléhen yang terkait sehingga
Pemerintah Kabupaten Sukamara lebih membuka“diri dan mau bermitra dengan
berbagai pihak baik penelitt dan kalangan ‘perguruan tinggi, DPRD, tokoh
masyarakat, LSM, dan Pengusaha dalam-rangka mencari format kebijakan yang
diperlukan untuk model kegiatdn ‘pelayanan Izin Usaha Perikanan dalam
pelayanan yang lebih efisien, reSponsif‘dan akuntabel.

Dalam penelitian ini"yang-ijadikan sebagai informan adalah kepala bidang
perikanan tangkap dan/pelaksanan bidang perikanan tangkap, tokoh masyarakat
dan pengusaha sebagail pengguna IUP. Data diperoleh melalui wawancara dan
studi pustaka dan, dianalisis dengan analisis data menurut Miles dan Huberman.

Berdasarkan® hasil analisis diperoleh bahwa: (1) Pelayanan Izin Usaha
Perikanans, yahg “dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Sukamara teéfmasuk kategori cukup baik, karena memenuhi kriteria; adanya
kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan
dan pemerataan, serta ketepatan waktu, (2) Kendala dalam Pelayanan terhadap
Izin Usaha Perikanan dari Aparatur Pemerintah belum adanya sosialisasi , Sarana
Prasarana belum adanya komputer, printer dan mebeleur ksusus, Masyarakat
belum sadar pentingnya memiliki IUP, NPWP/Pajak tidak terbayarkan, akta
notaris tidak diperpanjang, tidak mengisi modal usaha, wilayah yang luas serta
jarak yang jauh. Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sukamara dalam mengatasi berbagai kendala yang terjadi didalam
memberikan pelayanan [zin Usaha Perikanan yang diajukan oleh masyarakat dan
pelaku usaha adalah dari sisi administrasi, sarana prasarana dan aparatur di
dalamnya dan akan selalu melakukan berbagai inovasi dengan bekerjasama
dengan pihak kecamatan, mensosialiasi tentang pentingnya IUP demi keamanan
dalam berusaha serta mengurus sendiri TUP seuai Peraturan Daerah Nomor 24
Tahun 2004,
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ABSTRACT

Fishery Trade License Service
At Marine and Fisheries Department of Sukamara Regency

SYAMSIR HIDAYAT
Universitas Terbuka

syamsirl977@gmail.com

Key words : public service, public policy, fishery trade license, marine
and fisheries department of Sukamara regency

This study was conducted to investigate and analyze.the service quality of
fishery trade license, the obstacles being faced, and the effort that have been done
by Marine and Fisheries Department of Sukamara Regeiity to solve the problems
in order to accomplish the standard service in assighing Fishery Trade License.
The result of this research was expected to give feedback to the govemment of
Sukamara regency and other related subdivisions. 8o that, the government will be
more open-minded and open-hearted in giving ‘an opportunity of fellow worker to
various parties, like researchers from-universities, house of representatives
(DPRD), socialites, self supporting Orgaiiization (L.SM), and entrepreneurs. This
was such a way in finding and/determining wise policy which will become a
model of service in applying Fishery Trade License which is more efficient,
responsive, and accountable.

In this research{ the ‘information was collected from the head of Tangkap
Perikanan (Fishery Cateliy division, socialites, and fishery traders. The data were
obtained throughwunterview, and library research. The data were, then, analyzed
based on Miles-and Huberman review.

Based-en the result of data analysis, it can be described as follows: (1) the
service of Fishery Trade License that was done by Marnne and Fisheries
Department of Sukamara Regency was categorized as fairly good, because it met
some criteria: simplicity, clarity and assurance, openness, efficient, economic,
equitable, and punctual; (2) the obstacles that has come up in giving service on
Fishery Trade License in Marine and Fisheries Department of Sukamara Regency
based on Regional Regulation No. 24 Year 2004 is that there are some people and
fishery traders who have legal corporation did not have legal permission (fishery
trade license) since they did not have tax responsibility (NPWP). Besides, the
official document was not extended, and some of the traders did not recharge their
working capital; (3) the efforts that have been carried out by Marine and Fisheries
Department of Sukamara Regency to solve the problems in giving service was in
terms of administration, facilities, and the apparatus. It means that the officials
will always socialize the Regional Regulation No.24 year 2004 to the society and
traders.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41411.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “PELAYANAN IZIN USAHA PERIKANAN PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKAMARA” adalah
hasil karya saya sendiri yang dikutip maupun dirujuk telalisaya nyatakan
dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya‘penjiplakan (plagiat), maka
saya bersedia menerima sanksi akadéemik.

Palangka Raya, Juli2013
Yang Menyatakan

(Syamsir Hidayat)
NIM. 017985478

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41411.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER

(TAPM)
JUDUL TAPM : PELAYANAN IZIN USAHA PERIKANAN PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKAMARA
NAMA : SYAMSIR HIDAYAT
NIM : 017985478
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90
Pembimbing I Penibimbing II
Prof. Dr. H. Agus Sholahuddin, MS Dr. Kusnida Indrajaya, M.Si
NIDN. 0721115801 NIP. 19740818 200912 1 004
Mengetahui,

Ketua Bidang Iimu/
Program Magister Administrasi

Florentina Ratih Wulandari, S.ip., M8i ' c.,PhD

NIP. 19710609 199802 2 001 { 'MIP. 19520213 198503 2 001

e

Direktur Program Pascasarjana,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1



41411.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

NAMA . SYAMSIR HIDAYAT

NIM : 017985478

PROGRAM STUDI . MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90

JUDUL TESIS : PELAYANAN [ZIN USAHA PERIKANAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKAMARA

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji TugassAkhir Program Magister
(TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program’-Pascasarjana Universitas

Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Sabtu/ 20 Juli' 2013
Waktu . Pukul 18.30 - 20,30 WIB
dan telah dinyatakan LULUS

Papiiia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguiji : ‘ ‘
Suciati, M.Sc., Ph D) 7~ e s
Penguji Ahli : -
Prof. Dr. Sangkala, M.Si NS T

Pembimbing I : W
Prof. Dr. H. Agus Sholahuddin, MS ... \ ............... oMo
Pembimbing II : V\Jm [M/V)/"

Dr. Kusnida Indrajaya, M.Si e M

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

i



41411.pdf

KATA PENGANTAR
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dapat penulis selesaikan sebagai tugas akhir dalam menempuh’ studi program
pascasarjana pada Program Magister Administrasi Publik di’ Universitas Terbuka
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Penulis menyadari bahwa dalam- penyasunan Tugas Akhir Program
Magister (TAPM) ini masih jauh dan sémpurna baik dari segi penulisan maupun
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menyajikan yang terbaik.

Dalam menyusunTugas Akhir Program Magister (TAPM), penulis banyak
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1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka beserta jajarannya;

2. Kepala UPBJJ-UT Universitas Terbuka Palangka Raya beserta jajarannya

selaku penyelenggara Program Pascasarjana wilayah Kalteng;
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4. Bupati Sukamara dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Sukamara beserta jajarannya yang telah memberikan peluang dan support

terbesar untuk penulis;

4. Keluarga besar terutama Almarhum ayah H. Abdul Hamid yang menginspirasi
penulis untuk melanjutkan cita-cita beliau yang, ‘sepiasa hidup pernah
menempuh kuliah di UT dengan begitu banyak‘modui’dan kaset namun belum
sempat menyelesaikan S1 beliau serta Maima, istri dan anak-anak tercinta yang
selalu mendorong penulis untuk menyusun Tugas Akhir Program Magister

(TAPM) ini;

5. Teman-teman MAP Kabupaten Sukamara dan semua pihak yang telah ikut

membantu penulis\daldm menyusun TAPM ini.

Akhir kata Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini bermanfaat bagi

semua pihak yang berkepentingan, Amin yaa robbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah Wassallamu’alaikum Wr Wb,
Palangka Raya, 20 Juli 2013
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut para ahli pengertiannya (Didi Marzuki -Editor,
2006, h 24-25) sebagai berikut : James E. Anderson (1979) mengatakan Public
Policies are those policies developed by governmental bodies and officials, dapat
diartikan bahwa Kebijakan Publik adalah -~ kébyjakan-kebijakan yang
dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-peiabat pemerintah. Kebijakan yang
dibuat ini juga memerlukan kontribust seluruh stakeholders terkait isu kebijakan
yang hendak dipecahkan untuk tujuan kepentingan masyarakat/ publik. Implikasi
dari kebijakan publik ini adalah berorientasi pada tujuan/ maksud tertentu, berisi
pola-pola tindakan pemeriniah/ pejabat, memiliki sifat memaksa (otoritatif).
Sebagai missal pemakaian helm standar SNI bagi pengendara sepeda motor,
kepemilikan NPWP bagi seluruh penduduk Indonesia yang bekerja maupun yang
sudah pensiun, pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi seluruh
penduduk yang memiliki tanah dan bangunan.
David Easton (1953) mengatakan Public Policy is the authoritative allocation of
values for whole society,dapat diartikan bahwa Kebijakan Publik adalah
pengalokasian nilai-nilai secara syah kepada seluruh anggota masyarakat.
Kebijakan yang dibuat ini bertujuan untuk mendistribusikan berbagai nilai sesuai
kewenangan yang dimiliki pemerintah, dari pemerintah pusat sampai ke
pemerintah daerah/ lokal.
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Thomas R Dye mengatakan : Public Policy is whatever the government choose to
do or not to do, dapat diartikan bahwa Kebijakan Publik adalah apapun pilihan
kebijakan pemernintah untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan

sesuatu, yang masing-masing pilihan memiliki alasan dan tujuan tersendini.

2. Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut William N Dunn dalam Publik Policy Analisis: dr~/ntroduction
(2003) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan salah satu“dari’proses ataupun
siklus kebijakan publik setelah perumusan masalah‘kebijakan, implementasi
kebijakan, dan monitoring atau pengawasan, terhadap implementasi kebijakan.
Pada dasarnya, evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah tujuan dari
kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut telah tercapai atau tidak. Tetapi
evaluasi tidak hanya sekedar shenghasilkan sebuah kesimpulan mengenai tercapai
atau tidaknya sebuah kebijakan atau masalah telah terselesaikan, tetapi evalunasi
juga berfungsi sebagai klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari
kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan masalah pada proses
kebijakan selanjutnya.

Evaluasi merupakan salah satu dari prosedur dalam analisis kebijakan
publik. Metodologi analisis kebijakan publik pada hakikatnya menggabungkan
lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia yaitu
definisi (perumusan masalah), prediksi (peramalan), preskripsi (rekomendasi),
dan evaluasi yang mempunyai nama sama dengan yang dipakal dalam bahasa
sehari-hari yang berfungsi menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan

dari konsekuensi pemecahan masalah atau pengatasan masalah.
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Esensi dari evaluasi menurut buku SANKRI (LAN 2005 : 131) adalah untuk
menyediakan umpan balik (feedback), yang mengarah pada hasil yang baik
(successful outcomes) menurut ukuran nyata dan obyektif. Pada hakekatnya,
tujuan evaluasi adalah untuk perbaikan (bila perlu, bukan dalam rangka
pembuktian / to improve, not to prove). Dua hal yang ingin diungkap melalui
evaluasi adalah : (1) Keluaran kebijakan {policy output), yaitu apa yang dihasilkan
dengan adanya perumusan kebijakan; (2) hasil / dampak  kebijakan (policy
outcomes’consequences), yaitu akibat dan konsekuensi yang.ditimbulkan dengan
diterbitkan dan diimplementasikannya suatu kebijakan.

Secara umum, tujuan evaluasi menurut Mark, ef.af. (2000:13) ada empat:

a. Penilaian terhadap unggulan dan mlai (assessment of merit and worth), yaitu
mengembangkan penilaian-penilaiani“yang dapat dipercaya, pada tingkat
individu dan masyarakat /dar1'suatu kebijakan atau program.

b. Penyempurmaan program dan organisasi (program and organizational
improvement}, yaitu usaha untuk menggunakan informasi yang
secaradangsung memodifikasi dan mendukung operasi program.

c. Kekeliruan dan kesesuaian (oversight and compliance), penilaian
terhadap perluasan dari program seperti status perintah, peraturan,
aturan, mandat baku dan harapan formal lainnya.

d. Pengembangan pengetahuan (knowledge development), pemenksaan
atau pengujian teori umum, proposisi hipotesis dalam konteks kebijakan dan
program.

Sedangkan jenis-jenis evaluasi kinerja kebijakan menurut LAN (2005:131)

dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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1. Evaluasi proses, meliputi:

a. Evaluasi 1mplementasi, memusatkan perhatian pada (l) upaya
mengidenfifikast kesenjangan yang ada antara hal-hal yang telah
direncanakan dan realita, (2) upaya menjaga agar kebijakan / program
dan kegiatan-kegiatan sesuail dengan rancangan dan bila diperlukan
dapat dilakukan modifikasi dalam rangka penyesuaian dan
penyempurnaan.

b. Evaluasi kemajuan, memfokuskan pada kegiatan pemantauan indikator-
indikator dari kemajuan pencapaian tujuan kebijakan.

2. Evaluasi hasil, dilakukan dalam , ‘rangka menetapkan tingkat
pencapaian tujuan kebijakan. Termasuk di’ dalamnya analisis SWOT, dan
rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang,

Kedua jenis evaluasi _tersebut perlu dilakukan untuk memastikan

pencapaian tujuan kebijakan vang telah ditetapkan.

3. Pelayanan Publik

Konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali dipergunakan
secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan
perijinan dan pelayanan umum, serta pelayanan publik. Keempat istilah tersebut
dipakai sebagai terjemahan dari public service. Hal ini dapat dilihat dalam
dokumen pemerintah sebagaimana dipakai oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara.

Administrasi pemerintahan memang disejajarkan, dipakai secara silih
berganti dan dipergunakan sebagai sinonim dengan pelayanan perijinan, yang
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merupakan terjemahan dari administrative service. Sedangkan pelayanan umum,
menurut penulis lebih sesuai jika dipakai untuk menterjemahkan konsep public
service. Istilah pelayanan umum dapat disejajarkan atau dipadankan dengan
pelayanan publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun
1993 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan Pelayanan umum sebagai
berikut :

Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan, oleh instansi Pemerintah di
Pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badar~Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah dalam bentik barang dan jasa, baik dalam
rangka upaya pemenuhan kebutuhdnvmasyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Keputusan
Menpan Nomor 63/2003).

Mengikuti definisi ters€butdi-atas, pelayanan publik atau pelayanan umum
dapat didefinisikan sebagai Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk
barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab
dan dilaksanakan ~oleh Instansi Pemerintahan di Pusat, di Daerah, dan
dilingkungan 3adan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam
rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Sedangkan pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan perijinan
dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya
menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat, di
Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik

Daerah, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
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dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk
produk pelayanannya adalah izin atau warkat.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dan pelayanan administrasi
pemerintahan atau pelayanan perijinan juga mungkin diselenggarakan sebagai
pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Misalnya karena adanya ketentuan
peraturan perundangan bahwa setiap orang pribadi atau Badan untuk membuat
kapal harus memiliki Izin Usaha Perikanan.

Agar kualitas pelayanan publik dapat tercapai maka harus’memperhatikan
indikator-indikator yang merupakan faktor penunjang(dalam pelayanan publik

seperti yang tercantum dalam Undang-undang Momer 25 Tahun 2009 pasal 15

antara lain :
a. Menyusun dan menerapkan/standar pelayanan;
b. Menyusun, menetapkan‘dan‘mempublikasikan maklumat pelayanan;
¢. Menempatkan peldksana yang kompeten;
d. Menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik

yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;

e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas
penyelenggaraan pelayanan publik;

Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan
yang ferkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

h. Mecmberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang
diselenggarakan;

1. Membanty masyarakat dalam memahami hak dan
bertanggungjawabnya;

j. Bertanggungjawabnya dalam pengelolaan organisasi penyelenggara
pelayanan publik;

k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku
apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas
posisi atau jabatan; dan

. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau
melaksanakan perintah atau suatu tindakan hukum atas permintaan
pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah
yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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Pelayanan publik yang profesional harus akuntabel dan responsif dan
pemberi layanan, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Efektif , lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan
sasaran;

2. Sederhana, dimana prosedur atau tata cara dilaksanakan dengan mudah,
cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah untuk
dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;

3. XKejelasan dan kepastian (transparan), dalam artian adanya kejelasan dan
kepastian mengenai :

a. Prosedur/tata cara pelayanan,

b. Persyaratan pelayanan, baik teknis maupun administrasi;

c. Unit kerja atau aparat yang ‘miendukung atau bertanggungjawab dalam
memberikan pelayandn;

d. Rincian biaya/tarifpelayanan dan tata cara pembayarannya;

e. Jadwal/waktu penyelesaiaan pelayaanan.

4. Keterbukaan, proses pelayanan wajib diinformasikan kepada pelanggan
secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik
diminta maupun tidak.

5. Efesiensi, dalam arti :

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan
langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap
memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan

yang berkaitan;
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b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses
pelayanan pada masyarakat;

6. Ketepatan waktu, dalam artian pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

7. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menangggapi apa
yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani;

8. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan
dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasasmengalami tumbuh
kembang.

Birokrasi merupakan sarana dan alat/dalam menjalankan kegiatan
pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks, namun
masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut adalah bagaimana memperoleh
dan melaksanakan pengawasan.agar” birokrasi dapat bekerja demi kepentingan
rakyat banyak. Seperti vamuSan tipe idealnya birokrasi Max Weber yang
mendefinisikan birektasy” sebagai suatu bentuk organisasi yang ditandai oleh
hierarki, spesialisasi, peranan dan tingkat kompetensi yang tinggi ditunjukkan
oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut.

[lmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, salah satu
konsekuensinya adalah masyarakat semakin cerdas berkat aksesnya kepada
pendidikan formal yang semakin tinggi. Dalam keadaan demikian tuntutan
pelayanan kepada aparatur birokrasi pemerintah semakin meningkat. Peningkatan
tuntutan pelayanan tersebut tidak hanya karena kebutuhan masyarakat semakin
rumit, tetapi juga karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan memperoleh
haknya.
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Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrat di
indonesia jika ditinjau historisnya tidak terlepas dan adanya masa Kolonial dan
masa Feodal. Pola perilaku birokrat warisan masa kolonial dan feodal yang
mempengaruhi birokrasi adalah "pejabat menempatkan diri sebagai raja” Pejabat
birokrasi pemerintah adalah menganggap-sentra dan penyelesaian urusan
masyarakat, rakyat sangat tergantung pada pejabat ini, bukannya pejabat yang
tergantung pada rakyat. Pelayanan pada rakyat bukan  dilgtakkan pada
pertimbangan utama melainkan pada pertimbangan yang kesekian. Sikap tersebut
tentunya perlu diubah kearah sikap pelayanan kepada thasyarakat. Sudah barang
tentu perubahan mindset, hal tersebut tidak mudak’dalam kenyataannya. Berbagai
cara baik langsung maupun tidak langsung, baik penggunaan teknologi yang tidak
lebih maju dan perbaikan dibidang ™ sarana prasarana serta peningkatan
kesejahteraan pegawai secara”bertahap dimaksudkan dapat meningkatkan sikap
pelayanan masyarakat tersebut,

a. Birokrasi Tipe ldeal

Menusut, “Weber seperti dikutip dalam bukunya Ali Mufiz, birokrasi
mendasarkan diri pada hubungan antara kewenangan menempatkan dan
mengangkat pegawai bawahan dengan menentukan tugas dan kewajiban dimana
perintah dilakukan secara tertulis, ada pengaturan mengenai hubungan
kewenangan, dan promosi kepegawaian didasarkan atas aturan - aturan tertentu.
Weber memusatkan perhatian pada pertanyaan “Mengapa orang merasa wajib
untuk mematuhi perintah tanpa melakukan penilaian kaitan dirinya dengan nilai
dari perintah tersebut”. Fokus ini merupakan salah satu bagian .dan penekanan
Weber terhadap organisasi kemasyarakatan sebagai keseluruhan dan peranan
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negara pada khususnya. la mengatakan bahwa kepercayaan bawahan terhadap
legitimasi akan menghasilkan kestabilan pola kepatuhan dan perbedaan sumber
perintah dalam sistem organisasi. Otorita tidak tergantung pada ajakan kepada
kepentingan bawahan dan perhitungan untung rugi pribadi, atau pada motif suka
atau tidak suka, itulah sebabnya tidak ada otorita yang tergantung pada motif-
motif ideal.

b. Fungsi Birokrasi

1) Fungsi Pelayanan

Dalam suatu negara yang administratif, pemierintah dengan seluruh
jajarannya sebagai abdi negara dan abdignasyarakat. Dalam bahasa yang
sederhana peranan tersebut difiarapkan terwujud dalam pemberian
berbagai jenis pelayanan yarg diperiukan oleh seluruh warga masyarakat.

2) Fungsi Pengaturan (regulatory funcstions)

Fungsi pengaturan mutlak terselenggara dengan efektif karena
kepada sudtu.pemerintahan negara dibenn wewenang untuk melaksanakan
berbdgai, peraturan perundang - undangan yang ditentukan oleh lembaga
legislatif melalui berbagai ketentuan.

Pada dasarnya seringkali aparatur pemerintah bekerja berdasarkan
pendekatan legalistik. Pendekatan legalistik disini antara lain ialah bahwa
dalan menghadapi permasalahan, pemecahan yang dilakukan. dengan
mengeluarkan ketentuan normatif dan formal, misalnya peraturan dan
berbagai peraturan pelaksanaannya. Hal yang dapat timbul dengan
pendekatan seperti ini, tentunya tidak ada yang salah bila aparatur

pemerintah bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku. Akan tetapi pendekatan yang menjadi demikian tidak tepat
apabila terdapat presepsi bahwa peraturan perundang-undangan tersebut
merupakan hal yang self implementing seolah-olah dengan dikeluarkannya
peraturan perundang-undangan tersebut permasalahan yang dihadap:
sudah terpecahkan dengan sendirinya, padahal tidak demikian seharusnya,
sehingga timbul kecenderungan untuk menerapkan peraturan perundang-
undangan tersebut secara kaku.

Dalam praktik, kekakuan demikian dapat terlihat pada interpretasi
secara harfiah, padahal yang lebih diperlukamadalah menegakkan hukum
dan peraturan itu dilihat dan semangal dan jiwanya, artinya bahwa
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan situasional.

Menurut  Perer Al Blau /& \Charles H. Page seperti dikutip dalam

bukunya Bintoro :

“Birokragi’ dithaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu
pekerjaan Yarng harus dilakukan oleh banyak orang, birokrasi adalah
tipe «dari-Sudtu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-
tngas.administratif yang besar dengan cara mengoordinasikan secara
Sistematis (teratur) pekerjaan dan banyak orang”.

Sikap birokrasi disini adalah mengembangkan standar dan prosedur
tata kerja dan memperinci kewenangan secara detail, kemudian dijadikan
sesuatu yang rutin dan dilaksanakan secara ketat. Tidak ada tempat bagi
sesuatu kebijaksanaan administratif yang mungkin sedikit menyimpang,
tetapi memberikan pemecahan masalah. Melaksanakan kegiatan
berdasarkan standar maupun aturannya menjadi tujuan, dan bukan alat

untuk mencapai sesuatu tujuan administratif. Seringkali hal ini terkait erat

dengan disiplin pelaksanaan kerja sesuai dengan wilayah kewenangan
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masing masing, karena para anggota birokrasi kemudian hanya merupakan
bagian dari mesin yang ketat, seringkali juga inisiatif dan gagasan baru
menjadi tumpul. Keadaan seperti ini akan tidak sesuai dengan kebutuhan
proses perubahan sosial yang cepat atau tidak memberikan dorongan bagi
usaha perubahan dimana standar serta aturan rutinnya itu sendiri perlu
secara terus-menerus disempurnakan.

3) fungsi sebagai unsur pembaruan

Pemerintah dengan seluruh jajarannya harus, merupakan sumber ide-
ide baru. Keadaan masyarakat yang semakimbeérkembang, tuntutan akan
pelayanan semakin lama semakin berkembang pula. Kondisi demikian
menuntut aparatur pemerintah liarus dapat memainkan peranan yang
penting. Efisiensi dan efektivitas mérupakan salah satu prinsip manajemen
yang harus selalu dipégang téguh, baik dalam rangka pelaksana kegiatan
rutin apalagi dalamy periyelenggaraan pemkapal nasional, hal ini penting
karena perfierintah selalu dihadapkan kepada situasi kelangkaan karena
keterbatasan”kemampuan menyediakan dana, sarana, prasarana, sumber
daya manusia yang ahli, terampil dan keterbatasan waktu.

Birokrasi yang tertutup dan centralized menghasilkan kelangkaan
keterbukaan didalamnya, oleh karena itu dalam upaya mereformasi
birokrasi pemerintah yang paling mendasar ialah bagaimana bisa
mengubah mindsetr dan penlaku dari para pelaku birokrasi publik.
Prosedur kerja yang tidak jelas atau rumit dapat menjadi sumber

inefisiensi.
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Menurut Josef dan Haryanto, fungsi pemerintah paling menonjol

di Negara Indonesia yang menganut sistem desentralisasi pada daerah-

daerah otonom yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah

tangga sendin adalah :

1) Fungsi Pengaturan yang dapat dibuktikan dengan adanya Peraturan
Daerah (Perda), yaitu yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan
daerah dan termasuk ruang lingkup yang telah diseralikan menjadi
urusan rumah tangganya sendiri.

2) Fungsi Pemberdayaan, yang proses berlangsungnya tidak dapat
dipisahkan dengan fungsi pengaturany ‘baik ditingkat organisasi
aparatur Pemerintah Daerdh_yang menghasilkan dana untuk
kemandirian Pemerintali Daerah, maupun pada tingkat masyarakat
dengan memberi - rangsangan untuk  berpartisipasi  dalam
penyelenggaraai pemerintahan dan pembangunan.

3) Fungsi“Pelayanan, yakni dalam memberikan dan meningkatkan
pélayanan kepada masyarakat.

¢. Determinan Kinerja Pelayanan Publik

Secara umum kinerja birokrasi pelayanan publik dipengaruhi oleh faktor
personal (individu) dan faktor institusional (organisasional). Faktor personal
melekat secara internal pada din individu pegawai yang memberikan pelayanan
publik seperti motivasi, kemampuan, semangat, etos kerja, dan lain-lain. Faktor
organisasional bersifat sistematik dalam kelembagaan seperti kebijakan,

peraturan, kepemimpinan, sistem insentif, budaya organisasi, dan lain-lain.
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Secara teoritis dapat dikemukakan sebuah hipotesa bahwa faktor-faktor
yang mempengaruhi kinerja meliputi faktor internal dan faktor ckstrnal yang
terkait juga dengan potensi lingkungan fisik, ekonomi, sosial, politik dan budaya
lokal.

Dalam konteks ini, penulis mengidentifikasi sejumlah faktor determinan
yang mempengaruhi kinerja birokrasi pelayanan publik, Profesionalisme,
kepemimpinan, dikresi, budaya paternalisme, etika pelayanan dan\sistem ensintif.
Adapun secara jelasnya sebagai berikut
1) Profesionalisme

Istilah profesionalisme berasal dan kata\ preféssio, dan kata profesional
tersebut lahir arti profesional quality yang secara komprehensip memiliki arti
lapangan kerja tertentu yang diduduki’ oleh orang-orang yang memiliki
kemampuan tertentu pula.

Demikian juga, ¥orten & Alfanso seperti dikutip dalam bukunya
Tjokrowinoto, yang-dimaksud profesionalisme adalah kecocokan (fitness} antara
kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (bureaucratic competence) dengan
kebutuhan tugas (task-requirement). Dalam pandangan T)jokrowinoto menjelaskan
bahwa  profesionalisme adalah  kemampuan untuk  merencanakan,
mengkoordinasikan, dan melaksanakan fungsinya secara efesien, inovatif, lentur
dan mempunyai etos kerja tinggi.

Pandangan lain seperti Siagan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana
dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah

dipahami dan diikuti oleh pelanggan.
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2) Kepemimpinan

Mengenai kepemimpinan, Thoha mengemukakan bahwa suatu organisasi
akan berhasil atau bahkan gagal, sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan
yang ada. Ralph M. Stogdill seperti dikutip Sutarto, pengertian kepemimpinan
sebagai suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang
terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai tujuan.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa
keberhasilan usaha mencapai tujuan organisasi sangat ditentukan oleh pola
kepemimpinan yang ada, dengan empat ciri sifat ‘Gtama yang mempunyai
pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan dalafn organisasi.

1. Kecerdasan. Seorang pemimpin me€mpunyai tingkat kecerdasan yang lebih
tinggi dari pengikutnya;

2. Kedewasaan sosial dalamr hubungan sosial yang luas. Pemimpin
cenderung memiliki emogi yang stabil, matang dan mempunyai kegiatan
dalam perhatian yang laas;

3. Motivasi dinn dam) dorongan berprestasi. Pemimpin secara relatif
mempunyai motivasi dan dorongan berprestasi yang tinggi, mercka
bekerja keras lebihuntuk nilai Instrinsik dari pada eksentrik;

4. Sikap-sikap~huburnigan manusiawi. Seorang pemimpin yang sukses akan
mengakuinhargd diri dan martabat pengikutnya-pengikutnya, mempunyai
perhatian yang tinggi, dan berorientasi pada anggota organisasi.

3) Diskresi

Diskresi, atau sering disebut keleluasaan, secara konseptual, merupakan
suatu langkah yang ditempuh birokrasi untuk merampungkan kasus tertentu yang
tidak atau belum diatur dalam regulasi yang baku. Dalam konteks ini, diskresi
dapat berarti suatu bentuk kelonggaran pelayanan yang diberikan oleh birokrasi
pelayanan publik kepada pengguna jasa pelayanan. Diskresi penting untuk

diwujudkan karena adanya realitas bahwa suatu kebijakan atau regulasi tidak

mungkin mampu menjangkau dan merespon kompleksitas aspek dan kepentingan
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semua pihak akibat dari keterbatasan prediksi para aktor atau stakeholders dalam
proses perumusan suatu kebijakan. Dengan demikian, diskresi terkait dengan
otonomi birokrasi pelayanan publik untuk mengambil tindakan-tindakan secara
responsif dalam proses pelayanan tanpa harus menggunakan referensi regulasi.

4) Budaya Paternalisme

Budaya patemalisme adalah suatu sistem yang menempatkan pimpinan
sebagai pihak yang paling dominan. Yaitu pimpinan yang, inenggunakan
kekuasaan atas (power over) anak buah dan sumber daya lainnya, bukan
kekuasaan untuk (power fo) melakukan perubahan ‘atau” mentransformasikan
organisasi. Dalam patemalisme dikenal pola” bubungan patron-klien atau
klientelisme. Hubungan patron klien dalam arti’sederhana merupakan hubungan
yang sedikit banyak mempnbadi personalizedj, penuh kemesraan (affective)
dan timbal balik antara aktor-aktor, yang ditandai dengan ketimpangan sumber
daya dan termasuk transaksi saling menguntungkan.

Dalam paternalisme, pola hubungan dipandang secara hirarkis, pihak
pejabat birokrasi atau pimpinan ditempatkan lebih dominan dari pada aparat
bawahan karena karena seorang pimpinan harus dapat memberikan perlindungan
terhadap bawahanya. Dalam konteks sistem pelayanan publik, paternalisme
mempunyai dua demensi. Pertama, hubungan patemalisme antara aparat birokrasi
dengan masyarakat pengguna jasa. Kedua, hubungan paternalisme yang terjadi
antara pimpinan instansi atau atasan dengan para aparat staf pelakasana atau

bawahan,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



47411 pdf

Paternalisme yang pertama lebih menunjuk pada hubungan yang bersifat
eksternal, sedangkan paternalisme yang kedua menunjuk pada hubungan yang
bersifat internal yakni di dalam organisasi birokrasi sendiri.

Konsep paternalisme birokrasi yang diciptakan memposisikan aparat
bawahan sebagai anak yang berada pada struktur bawah. Seorang anak akan selalu
tersubordinasi dan harus mengikuti segala kemauan dan perintah pimpinan. Hal
i menghambat pelayanan itu sendiri.

5) Sistem insentif

Salah satu faktor yang menentukan tingkat kinerja aparat pelayanan publik
adalah penerapan sistem insentif Sistem insentif, merupakan elemen penting
dalam suatu organisasi untuk memotivasi-karyawan mencapai prestasi kerja yang
diinginkan. Insentif yang diberikan ke¢pada karyawan yang berprestasi berupa
penghargaan materi maupur _non ‘materi, sedangkan karyawan yang tidak
berprestasi  mendapatkan] ~disinsentif berbentuk  teguran, peringatan,
penundaan/penurunan ‘\pangkat, atau pemecatan. Sasaran utama penerapan sistem
insentif adalah:
1. Menarik orang yang berkualifikasi untuk bergabung dalam organisasi.
2. Mempertahankan karyawan untuk tetap bekerja
3. Memotivasi karyawan mencapai prestasi tinggi, dengan adanya insentif

diharapkan pelayanan dapat dilakukan secara prima.

4. Pemerintah Daerah sebagai Pelaksana Birokasi Pemerintahan
Berdasar teori duwe contract social, negara terbentuk berdasarkan

kesepakatan masyarakat untuk membentuk kekuasaan untuk dapat menghentikan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



4D511.pdf

kekacavan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Dari kekuasaan yang

diberikan pada negara tersebut negara mempunyai kekuasaan dan wewenang

untuk :

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala keknasaan yang asosisal, yakni
yang bertentangan satu sama lain yang  menjadi antagonis yang
membahayakan,

2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan goiongan-golongan
kearah tercapainya tujuan masyarakat secara keseluruhan. Negara menentukan
bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi masyarakat disesuaikan satusama lain
dan diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.

Due contract social di Indonesia terjadi untuk mengusir penjajahan di
Bumi Nusantara, adanya rasa senasib dan sepemanggungan antar wilayah
membangkitkan rasa kebersamaan untuk mencapai kemerdekaan. Dan selanjutnya
setelah mencapai kemerdekaan maka tujgan kontrak sosial berkembang menjadi
pencapaian cita-cita bangsa Indonesiadan tujuan nasional. Selain hal tersebut
cita-cita menjadikan Indonesia_sebagai negara hukum juga merupakan harapan
yang harus di capai olelvBatigsa Indonesia.

Banyak dokumen-kenegaraan yang menyiratkan adanya cin-ciri negara
hukum seperii‘yang telah di cita-citakan. Sependapat dengan uraian tersebut
Mukti Arto berpendapat negara hukum Indonesia adalah berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945, yang dapat ditemukan unsur-unsur negara hukum sebagai
berikut:

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia;

2. Adanya pembagian kekuasaan,

3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pemerintah harus selalu
berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak
tertulis;

4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya

bersifat merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
maupun kekuasaan lainnya.
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Penegasan mengenai Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum
(rechtstaat) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat}) sebagaimana
tersebut dalam penjelasan UUD 1945.

Perwujudan bahwa Indonesia adalah negara hukum tercermin dalam
sistem pembagian kekuasaan, sistem yang digunakan adalah cenderung mendekati
sistem frias politica yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu,
dimana negara terbagi dalam kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Trias
Politica dalam kenegaraan Indonesia dapat dilihat tersebar dalam konstitusi dan
berbagai Undang-Undang Antara lain adalah terdapat _dalam Undang-Undang
Dasar 1945 dalam batang tubuhnya yang berisiKan ketentuan tentang lembaga
tinggi dan tertinggi negara.

Pembagian kekuasaan negara/yang ada di Indonesia terbagi dalam
beberapa fungsi lembaga negara, ‘Dibidang cksekutif fungsinya dijalankan oleh
lernbaga kepresidenan,” dibiidang legislatif fungsinya dijalankan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat;-dan dibidang yudikatif fungsinya dijalankan oleh Mahkamah
Agung.

Dan uraian diatas jelas bahwa penyelenggara Negara di Indonesia adalah
lembaga-lembaga tersebut diatas, dalam bahasa hukum administrasi negara,
mereka disebut sebagai Badan Tata Usaha Negara, dan orang-orang yang
menjabat didalamnya adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam
bahasa kescharian, masyarakat cenderung menyebut sebagai “pemerintah”, yang
bertugas menyelenggarakan Pemerintahan negara. dalam arti luas pemerintah
adalah badan atau pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasar

undang-undang yang berlaku.
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Uraian pada sub bab diatas menjelaskan tentang siapa penyelenggara
pemerintahan Pusat di Indonesia, pada tingkat Daerah pemerintahan dijalankan
oleh Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Kota. Pemerintah Daerah
Sebagai Pelaksana Birokrasi Pemerintahan di Daerah berdasarkan Otonomi
Daerah.

Memasuki era baru, Indonesia tampaknya harus berangkat dalam kondisi
yang kurang menguntungkan. Krisis ekonomi dan politik, yamg. merambah
Indonesia sejak paruh akhir 1997, tidak dapat dihindari telah memorakporandakan
basis material negara yang selama ini telah dijadikan-sebagai sumber utama dalam
menggerakkan roda ekonomi dan politik. Leébih jaah lagi, kombinasi antara
dampak krisis ekonomi dan politik-~“juga ‘telah mengakibatkan semakin
melemahnya empat kapasitas ~ utama’ negara: institusional, technical,
administrative, and political _capdcity, yang dibutuhkan untuk menjamin
kesinambungan pembangunan ekonomi dan politik.

D1 antara restruktunsasi sistem pemerintahan yang cukup penting untuk
dikemukakan, adaiah adanya upaya untuk memperluas otonomi daerah dan
pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah melalui Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis
dengan UU No. 22 Tahun 1999), dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah. Sehingga tidak berlebihan bila
fenomena yang disebut terakhir dapat diartikulasi sebagai sebuah kecenderungan
yang menjanjikan sejumlah harapan dan sekaligus tantangan bagi pemerintah

daerah, khususnya daerah Kabupaten/Kota.
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Dikatakan sebagai harapan yang menjanjikan bagi pemenntah daerah,
karena dengan ditetapkannya UU Pemerintahan Daerah, maka akan terjadi
perluasan wewenang pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan akan tercipta
peningkatan kemampuan keuangan daerah. Secara teorotis, kehadiran undang-
undang tersebut cukup menjanjikan bagi terwujudnya /ocal accountability, yakni
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak dari
komunitasnya.

Sebenarnya, kebijakan otonomi daerah dasar-dasarniya telah diletakkan
jauh sebelum terjadinya krisis nasional yang diikuti derigan gelombang reformasi
besar-besaran di Indonesia. Namun, perumusan/kebijakan otonomi daerah itu
masih bersifat setengah-setengah dan difakukan tahap demi tahap yang sangat
lamban. Setelah terjadinya reformasi yang-disertai pula oleh gelombang tuntutan
ketidakpuasan masyarakat di‘berbagai daerah mengenai pola hubungan antara
pusat dan daerah yang-dirdsakan tidak adil, maka tidak ada jalan lain kecuali
mempercepat pelaksanaankebijakan otonomi daerah itu, dan bahkan dengan skala
yang sangat luas yang diletakkan di atas landasan konstitusional dan operasional
yang lebih radikal.

Sekarang, berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945
yang telah diperbarui, sistem pemerintahan telah memberikan keleluasaan yang
sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.
Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip
demokrasi, peningkatan peranserta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan
memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan
keanekaragaman antar daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini dianggap sangat
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penting, karena tantangan perkembangan lokal, nasional, regional, dan
internasional di berbagai bidang ekonomi, politik dan kebudayaan terus
meningkat dan mengharuskan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas,
nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional. Pelaksanaan
otonomi daerah itu diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan
sumberdaya masing-masing serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta
potensi dan keanekaragaman antar daerah.

Kebijakan nasional mengenai otonomi daerah ‘dan pemerintahan daerah
ini, telah ditvangkan dalam bentuk UU No.32,Taliun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang menggantikan UU No.22 Talun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya UU jni, niaka UU yang mengatur materi yang sama
yang ada sebelumnya dan dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan, dinyatakan tidaK berlaku lagi. Undang-Undang yang dinyatakan tidak
berlaku lagi itu ~adalah” Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan, Derah yang sebelunnya menyatakan tidak berlakunya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun
1974 No.3037), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa (LN Tahun 1979 No. 56 dan TLN Tahun 1979 No.3153).

Untuk memperkuat kebijakan otonomi daerah itu, dalam Sidang Tahunan
MPR tahun 2000 telah pula ditetapkan Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 tentang
Kebijakan dalam Penyelenggaran Otonomi Daerah yang antara lain

merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah itu harus dilaksanakan dengan
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menekankan pentingnya kemandirian dan keprakarsaan dan daerah-daerah
otonom untuk menyelenggarakan otonomi daerah tanpa harus terlebih dulu
menunggu petunjuk dan pengaturan dari pemerintahan pusat. Bahkan, kebijakan
nasional otonomi daerah ini telah dikukuhkan pula dalam materi perubahan Pasal
18 UUD 1945. Dalam keseluruhan perangkat perundang-undangan yang mengatur
kebijkan otonomi daerah itu, dapat ditemukan beberapa prinsip dasar yang dapat
dijadikan paradigma pemikiran dalam menelaah mengenai berbagai’kemungkinan
yang akan terjadi di daerah, terutama dalam hubungannya“déngan kegiatan
investasi dan upaya mendorong tumbuhnya roda, Kegiatan ekonomi dalam
masyarakat di daerah-daerah.

Meski demikian, perlu disadari-bahwa tujuan ideal desentralisasi dan
otonomi daerah tidak dengan serta’merta dapat dicapai hanya dengan kehadiran
undang-undang tersebut. Untlk.mencapai atau paling tidak mendekati tujuan
tersebut, sedikitnya ada‘tigd persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian
khusus dalam waktu.dekat yaitu :

(1) pelitical “‘commitment dari pemerintah pusat dan political will dari
pemerintah daerah itu sendin untuk menata kembali hubungan
kekuasaan pusat-daerah.

(2) Pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah yang lebih didasari oleh
“itikad” untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah (bukan
sebaliknya), dan;

(3) Perubahan pernlaku elite lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

Sedikitnya ada dua segi yang harus diperhatikan dalam penentuan arah
kebijakan otonomi daerah. Pertama, adalah segi manusia yang terkait dengan
kebijakan ini, di antaranya, elite politik pusat dan daerah. Kedua, segt Undang-
Undang, vaitu UU No. 22 Tahun 1999 yang kini telah diganti dengan undang-

undang nomor 32 tahun 2004. Dalam penentuan arah kebijakan otonomi daerah
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terdapat satu hal yang sepatutnya dihindari oleh elite politik pusat, yaitu, hasrat
untuk memusatkan kembali kekuasaan. Pada era Orde Baru, sentralisme
kekuasaan sangat jelas terlihat, dan sangat menguntungkan elite pusat namun
merugikan bagi daerah. Rezim Orde Baru sening kali memakai alasan bahwa
dilakukannya pemusatan kekuasaan tersebut adalah untuk mempertahankan
stabilitas politik dan menjaga keutuhan bangsa. Yang sebenamya terjadi ketika itu
adalah ketidakadilan yang diterima daerah. Sepatutnya pemerintahan sekarang
tidak berusaha untuk mengulang kesalahan tersebut.

Kenyataan bahwa selama ini pola hubungan kekuasaan antara pemerintah
pusat dan daerah di Indonesia cenderung sentralistik”adalah sesuatu yang sulit
untuk disangkal. Kendati kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah telah
diterapkan semenjak awal kemerdekaafl, namun wewenang yang diserahkan
kepada daerah sangat dibatasi/baikyjumlah maupun ruang lingkupnya.

Otonomi Daerah, “(sebagai salah satu bentuk asas ‘desentralisasi’
pemerintahan, pada-hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa
secara keseluruhan, yaitu upaya untuk mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan
pemerintahan untuk mewyjudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik dan lebih
makmur.

Penyelenggaraan asas desentralisasi menghasilkan “Daerah Otonom”,
sedangkan urusan diserahkan kepada Daerah Otonom yang menjadi hak atau
wewenangnya disebut Otonomi Daerah atau otonomi saja. Otonomi Daerah atau
otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aquto yang berarti sendiri dan nomes

yang berarti pemerintah. Jadi, otonomi artinya pemerintahan sendiri.
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Dalam kesempatan lain, Bagir Manan mendefinisikan otonomi sebagai
berikut :

“Kebebasan dan kemandirian (vrijheid dan zelfstandingheid) satuan
pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan
pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara
bebas dan mandin itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga
satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan
kemandirian merupakan hakekat isi otonomi.”

Lebih lanjut, Bagir Manan mengatakan: “Kebebasan dan kemandinian
dalam otonomi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid indefendency). Kebebasan
dan kemandirian itu adalah dalam ikatan kesatuan yang lebth.besar.”

Darn pemahaman tentang otonomi daerah tersebut, maka pada hakekatnya
otonomi daerah adalah:

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagisuatu daerah otonomi, hak tersebut
bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang
diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus
rumah tangga merfupakan inti keotonomian suatu daerah, penetapan
kebijaksanaan, “sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan
pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan pada pihak
yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);

2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga
sendiri, daerah dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di lvar
batas-batas wilayah daerahnya;

3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga

daerah lain sesuvai dengan wewenang pangkal dan urusan yang disediakan

kepadanya;
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4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus
rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan
mengurus rumah tangga daerah lain.

Sebenamya otonomi adalah segala tugas yang ada pada daerah atau dalam
kata lain apa yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun tugas daerah
itu dalam kewenangan implisit dimana di dalamnya adalah kekuasaan, hak atau
kewajiban yang diberikan kepada daerah dalam menjalankan tugasriya. Sehingga
daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan, baik atas'dasar penyerahan
atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan daerah maka serentak diseluruh tanah air terjadi penyerahan
sebagian kewenangan pemerintah pusal Kepada pemerintah daerah, baik kepada
pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota.

Termasuk didalamnya~adalah” urusan Pemerintahan Daerah. Dalam waktu

sesingkat-singkatnya. semua berusaha beradaptasi dengan sistem pemerintahan

yang baru, ‘perbagai potensi disiapkan guna menerima, menjalankan dan
mengoptimalkan sistem otonomi daerah di wilayah termasuk diantaranya adalah
mengenai urusan perizinan di Daerah secara langsung guna meningkatkan tingkat

kesejahteraan masyarakat.

5. Tinjauan Umum Tentang Izin Usaha Perikanan
Secara teori verguning, ijin didefinisikan sebagai suatu perbuatan
administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang secara umum tidak

dilarang dalam peraturan perundang-undangan asalkan dilakukan sesuai dengan
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syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku,
Sedangkan perbuatan hukum publik itu sendiri memiliki pengertian suatu
perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi negara yang tindakannya
tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan hukum publik.

Pada dasarnya kegiatan penangkapan ikan adalah suatu kegiatan yang
berbahaya, hal ini karena dikapal penangkap ikan merupakan tempat sentral bagi
manusia beraktifitas sehari-hari. Kriteria bahaya tersebut muncul”ketika kapal
tersebut memiliki syarat tertentu agar tidak rusak dan mencelakai orang didalam
atau disekitarnya. Kapal didirikan dengan syarat pemimbangan dan perhitungan
yang matang mengenai bentuk struktur dan. kekuatan struktur serta kekuatan
bahan yang digunakan, dengan demikidn_kapal tersebut akan kuat dan tidak
rusak/roboh mencelakar orang didalammuya.

Kapal yang dibangun tafipa.adanya perhitungan mengenai kekuatan struktur
dan bahan maka akan nudéh rusak dan menimbulkan bahaya bagi orang banyak.
Dalam rangka mielindungi keselamatan masyarakat banyak dari bahaya
roboh/rusaknyaskapal maka kegiatan pembatan harus diawasi, boieh dibangun
tetapi dengan-Syarat tertentu. Diantara syarat itu salah satunya adalah harus kuat
dari segi struktur konstruksi dan bahan yang digunakan harus berkualitas baik,
apabila tidak dipenuhi maka kegiatan membangun kapal itu termasuk kategori
membahayakan keselamatan masyarakat sehingga Izin Usaha Perikanan tidak
diberikan oleh Pihak yang berwajib mengeluarkan Izin Usaha Perikanan terutama
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara yang dalam hal ini
bekerjasama dengan KPLP (Kesatuan Penjagaan fLaut dan Pantai} setempat.

Adapun alur pembuatan Izin Usaha Perikanan adalah sebagai berikut :
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BAB YV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pelayanan Izin Usaha Perikanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Sukamara termasuk kategon cukup baik, karena
memenuhi  kriteria: adanya kesederhanaan, kejelasan an kepastian,
keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan pemerataan, serta ketepatan
waktu.

2. Kendala dalam Pelayanan terhadap lzin AJsaha Perikanan dart Aparatur
Pemerintah belumn adanya sosialisasi , Sarana Prasarana belum adanya
komputer, printer dan mebeleur ksusus, Masyarakat belum sadar pentingnya
memiliki [UP, NPWP/Pajak “tidak terbayarkan, akta notanis tidak
diperpanjang, tidak mengisi modal usaha, wilayah yang Iuas serta jarak yang

jauh.

B. Saran

1. Agar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara untuk
mempertahankan kualitas pelayanan dengan melakukan berbagai inovasi
dengan bekerjasama dengan pihak Kecamatan, mensosialiasikan tentang
pentingnya IUP demi keamanan dalam berusaha serta mengurus sendirn [UP.

2. Untuk peneliti yang akan datang, agar permasalahan tidak hanya kepada
prosedur pelayanan izin usaha perikanan saja, tetapi dilanjutkan kepada
outcome yang diperoleh masyarakat atau pelaku usaha perikanan terhadap Izin

Usaha Perikanan.
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Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
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No | TANGGAL NAMAl{lENWL'K NOMOR TAHUN | KET
SIUP SPI SIPI SILI
1. 08-Jan-07 H. MARKANI 523.3/1/1/2007 K 23 MOUSPIN2NT K - - 2007
2. 10-Jul-07 MNOOR 523.3/6/VIL2007 K 523.32-01/8PVIL2007 K = - 2007
3. 01-Jan-08 H MARKANI 523.3/1/1/2008.K 523.3/1-01/SP1/1/2008 K - - 2008
4, 10-Jul-08 MNOOR 523.3/4/VII2008. K 523,372-01/SPL/V1I/2008 K - - 2008
5. 11-Jan-09 H. MARKANI 523.3/1/12009.K 523.3/1-01/SPI/2009.K - - 2009
6. 39-Jun-09 AWAT 523.3/4/VI/2009.K 523.32-01/SPUIVIR2009.K - - 2009
7. 09-Jun-(09 SWANTO SALEH 523.3/5/V12009.K 523.3/3-01/SPL/VI/2009 K - - 2009
8. (09-Jun-09 SARIDIN 523.3/6/V12009.K 523.3/4 01/SPLVIRR009. K, - - 2009
9, 09-Jun-09 JONO 523.3/TVIR2009. K 523.3/5-01/SPINIZ009K - - 2009
10. 09-Jun-09 TIONG BENG 323 38NT2009.K 523.3/6-01/SPLIVI2009. K - - 2009
11. 09-Jun-0% KU HWA 523.3/9/VI/2009.K 523477-DV1/SPI/VI2009.K - - 2009
12. 09-Jun-09 SIN UN 323.3/10/V12009 K 523 3/80HSPI/VI/2009. K - 2009
13. 09-Jun-0% LIM PENG SENG 52331 U/VIZ009K 5233/9-01/SPI/VI/2009. K - - 2009
14. 09-Jun-09% GUNAWAN MEA. 523.3/12/VI2009°K 423.3/10-01/8PLIV1/2009. K - - 2009
15, 09-Jun-09% H. SARONI 523 /132009 K 323.3/11-01/SPUVI2000. K - - 2009
16. 09-Jun-09 M. MUSTHOFA 523.3/14NVL 2009 K 523 3120U/8PIVIZ009. K - - 2009
17. 28-Nop-09 JONO 523.3/15/X1/2009 K 523 3/1301/8PT/X12000 K - - 2009
18. 28-Nop-09 LUKM 523.3/16/X12009 K 523.3/14-01/SPUXT/2009. K - - 2009
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19. 28-Nop-0% KWE AH SUAN 523.3/17/X12009.K 523.3/15-01/8PYX1/2009.K - - 2009
20. 28-Nop-09 A HONG 523.3/18/X1/2009.K 523.3/16-01/SPLX1/2009.K - - 2009
21 28-Nop-0% TIU JAU TIONG 523.3/19/X1/2009.K 523.3/17-01/SPI/X1/2009. K - - 200%
22. 28-Nop0% SUPRIADI 523.320/X1/2009 K 523.3/18-01/SPIX1/2009.K - - 200%
23. 28-Nop-09 LE TIOE 523.3/21/X12009 K 523.3/19-01/8PLX1/2009.X - - 2009
24. 28-Nop-09 TOK TJIE 523.3/22/X12009 K 523.3/20-01/8P/X1/2009.K - - 2009
25. 28-Nop-09 KEK HOK SUN 523.3/23/X1/2009 K 523.3/21-01/SPIX12009.K - - 2009
26. 28-Nop-09 ABDUL GANI 523.324/X172009 K 523.3/22-01/8PI/X1/2009.K - - 2009
27. 28-Nop-09 LENG KIAW 523.3/25/X1/2009.K 523.3/23-01/8PI/X1A2009.K - 2009
28. 12-Apr-10 H MARKANI 523.3/3/IV/2010.K 523.3/1-01/SPI/IV/2010.K - - 2010
29. 26-Apr-10 SITI RAHMAWITA 523.3/4/1V2010K - - gg?é?iz’[-/IV/ZOIO.K 2010
30. 26-Apr-10 SAUNAH 523.3/5/IN2010.K - - 35/35‘:;441/1\1/20 10K 2010
3L 26-Apr-10 M. ERSAN 523.3/6/IV/2010.K - - gg?s.iﬁ}]VIZOIO.K 2010
32. 17-Mei-10 SITI MASRAH 523.3/7/V/2010.K - - 523.3/6-03/SILVV/2010 K 2010
33 16-Mei-10 MASDANIAH 523.38/NV2010.K - - 523.3/7-03/8ILI/V/2010.K 2010
34. 16-Mei-10 YUSRAN 523.3/9/V2010.K / - 523.3/8-03/SILVV/2010.K 2010
33 18-Jul-10 ASMAD BARATA 523.3/10/VIIR0I0.K - 523.3/1-02/8IPI/VIL2010.K - 2010
36 04-Feb-11 LIM PENG SENG 523.301/1122011. K 523.3/01-00/8PLH2011.K - - 2011
37 04-Feb-11 LU KIM 523.3/021K2011.K 523.3402-01/8PIT2011L.K - - 2011
38 {4-Feb-11 HARTONO WIJAYA | 523.3/03/11/2011.K 52313/03-01/8PI11/201 1L.K - - 2011
39 04-Feb-11 ROSNI 523.3/04/11/201 LK §23:3/04-01/SPIIL2011.K - - 2011
40 04-Feb-11 A HONG 523.3/05/11/201 PK 523.3/05-01/3PITI/2011.K - - 2011
41 04-Feb-11 HMARKANI 523.3/06/11/2001 K/ 523.3/06-01/SPI/11/2011.K - - 2011

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara
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Lampiran 3. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Izin Usaha
Perikanan
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PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
Nomor : 24 Tahun 2004

TENTANG
IIZIN USAHA PERIKANAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan di sektor
perikanan yang berdayaguna dan berhasil guna, khususnya
di bidang usaha perikanan, perluasan kesempatan kerja,
peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan.petani ikan seerta
terbinanya kelestarian sumberdaya ikan dan pembinanan
serta perlindungan terhadap nefdyandan petani ikan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perizinan Usaha Perikanan,

Mengingat : 1. Undang-Undang, Domor 27 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara/Tahun” 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Adara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.\ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46 ; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara
Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara R! Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Negara Antara Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha
Perikanan {(Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 19),
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3929);

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah dan kewendngan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 3952);

12.  Keputusan Presiden Nomor 44_Tanun1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perindang<Unangan dan Bentuk
Undang-Undang, Rancangan ‘Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Prestdérn;

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik “Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Menteri’ Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor
45 Tahun-2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan,

Dengan Persetujuan
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA
MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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et

Bupati adalah Bupati Sukamara

4. Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten Sukamara yang
selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;

5. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah adalah Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara ;

6. Dinas Pendapatan Derah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Sukamara ;

7. Usaha perikanan adalah semua usaha atau kegiatan yang
berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya ikan seperti penangkapan, pembudidayaan, penyimpan,
mengedarkan, mengawetkan, pembenihan, pengolahan,
pengalengan ikan dan atau biota lainnya yang bertujuan
untuk komersial ;

8. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota
perairan lainnya ;

9. Sarana produksi adalah peralatan dan bahan yang digunakan
untuk menunjang usaha perikanan~meliputi kapal, alat
tangkap, jaring apung, tambak, berith, pakan ikan, pupuk,
obat-obatan dan peralatanAaiif yang di pergunakan dalam
proses produksi ;

10. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang didirikan
khusus untuk melakukan usaha perikanan yang dilakukan
oleh perorangam-ataw/Badan Hukum di perairan Kabupaten
Sukamara ;

11.  Pengusaha\, perikanan adalah semua pengusaha baik
perorang,~badan hukum yang melakukan kegiatan usaha
periKanarn-;

12.  Usaha, penangkapan ikan adalah suatu kegiatan yang
berhjaan untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan
tidak di budidayakan dengan alat-alat atau cara apapun,
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, dan
mengangkut untuk tujuan komersial ;

13. Hasil perikanan adalah segala jenis ikan termasuk biota
perairan lainnya yang dapat ditangani atau diolah untuk
dijadikan produk akhir yang dapat dimanfaatkan sebagai
keperluan manusia dan keperluan bahan mdustr ;

14.  Usaha budidaya ikan dan non ikan adalah kegiatan untuk
memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan
memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk
menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan
komersial ;

15. Biota non ikan lainnya adalah biota selain ikan yang

termasuk hasil perikanan meliputi udang, katak, rumput laut,

kepiting/rajungan, kura-kura, kerang-kerangan, ubur-ubur,
penyu (labi-labi) dan sejenisnya ;
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16. Usaha industri ikan adalah usaha pengolahan, pengawetan
ikan, dan hasil perikanan lainnya yang dilaksanakan oleh
perorangan atau badan hukum untuk tujuan komersial ;

17. Perdagangan/pemasaran ikan adalah wusaha untuk
memasarkan ikan hasil perikanan dalam keadaan
segar/hidup/olahan baik yang masuk atau keluar daerah ;

18. Nelayan adalah orang yang mata pencanannya melakukan
penangkapan ikan ;

19. Petani ikan adalah orang yang pencanannya melakukan
pembudidayaan ikan ;

20.  Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau
benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan

21.  lzin usaha perikanan selanjutnya disebut [P adalah izin
tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala\Daerah yang harus
dimiliki pengusaha perikanan baik, petorangan atau badan
hukum ;

22.  Kapal perikanan adalah kapal atauw’perahu atau alat apung
lainnya yang digunakan /untuk ‘melakukan penangkapan
ikan, survey dan eksplorasiperikanan ;

23.  Surat penangkapan ikan selanjutnya disebut SPI adalah izin
tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang harus
dimiliki setiapi~kapal” perikanan berbendera kebangsaan
Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan, memuat,
mengangkst dan mengawetkan di  wilayah perairan
KabupdterrSukamara ;

24. Badan'usgha suatu bentuk badan usaha baik perorangan
ataupun-Badan Hukum yang meliputi Perseroan Terbatas
(PT), Perseroan Comanditer (CV) dan perseroan lainnya
baik milik pemerintah maupun swasta,
persekutuan/perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi, lembaga dan bentuk Badan Usaha lain yang
kegiatannya sebagai pengusaha perikanan

25. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
atau Pejabat Pegawai Negeni Sipil tertentu vang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan ;

26. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi
tugas tertentu sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku ;

27.  Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam
hal dan serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna
menentukan tersangkanya ;
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BABII

WEWENANG DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
PERIKANAN

Pasal 2

(1). Setiap usaha perikanan, yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha
baik milik pemenntah maupun swasta yang bertujuan komersial wajib
memiliki Izin Usaha Perikanan (ITUP) dari Bupati.

(2). Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Usaha Penangkapan ikan baik di perairan umum maupun.di perairan laut.
b. Usaha pengangkutan, pengumpulan/penampungan dan péngolahan hasil
perikanan.

¢. Usaha pembudidayaan ikan, non tkan diperairan,umuimn, payau dan laut.

(3). Setiap usaha penangkapan ikan termasuk “‘kegiatan pengangkutan,
pengumpulan/ penampungan, pengolahan hasil perikanan yang
menggunakan kapal perikanan, selain wajith niemiliki 1zin Usaha Perikanan
(IUP) juga harus dilengkapi dengan Surat\zin Penangkapan lkan (SPI), atau
Surat Izin Pengumpulan lkan (SIPI)-atau Surat Izin Pengolahan Ikan (SILI)
dari Bupati.

Pasal 3

(1). Guna kelancaran ,pelaksanaan pemberian I1UP, SPI, SIPI dan SILI
sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Bupati dapat melimpahkan
wewenang, pembenan 1zin dimaksud kepada Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Sukamara.

(2). Bentuk format IUP, SPI, SIPI, dan SILI ditetapkan oleh Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara.

Pasal 4

(1). Untuk memperoleh IUP, SP1, SIPI dan SILI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara
tertulis diatas kertas bermaterai yang cukup kepada Bupati melalui Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara.

(2). Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 1m
ditetapkan sebagai berikut :

a. Permohonan Izin Usaha perikanan harus memuat keterangan tentang :
1. Nama dan Alamat pemohon.
2. Jenis Usaha
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. Daerah Usaha

. Jenis dan Jumlah alat yang dipergunakan

Type dan jumlah kapal

Pangkalan pendaratan (basis)

. Kesanggupan untuk mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku

serta syarat-syarat yang tercantum dalam surat 1zin

8.  Luas areal (Khusus untuk Budidaya)

b. Permohonan SPI harus memuat keterangan tentang :

Nama dan tanda selar kapal

Ukuran Kapal

Kekuatan Mesin

Jumlah ukuran alat yang dipergunakan

Status Kapal

Jumlah Anak Buah Kapal

Surat ukur dan sertifikat kesempurnaan kapal

- N N

N R W=

(3). Apabila permohonan [UP sebagaimana dipiaksud dalam ayat (2) huruf a
merupakan Badan Hukum, maka surat“\petfmiohonan harus dilengkapi lagi
dengan :

1. Nama Pemimpin Perusahaan

NPWP (Nomor Pokok WajibPajak)

Alamat Perusahaan

Keterangan Tentanig Modal Usaha

Keterangan Tentang Tenaga Kerja

Copy AktadNotaris

Keterdangan tentang fiskal yang berlaku

Dokumen Study Kelayakan Rencana Usaha

9. Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha perikanan yang

wajib AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantavan Lingkungan (UPL) bagi usaha perikanan yang tidak
wajib AMDAL sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

e Pl

Pasal 5

(1). TUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.

(2). SPI, SIPI, dan SILI berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang lagi.

(3). Permohonan untuk perpanjangan SPI, SIPI dan SILI diajukan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhimya SPI, SIPI dan
SILI dimaksud.
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Pasal 6

Bupati berhak mengeluarkan SPI untuk kapal berukuran maksimal 5 (lima)
Gross Tonage (GT) dengan ukuran panjang keseluruhan maksimal 12 meter dan
berpangkalan di dacrah Kabupaten Sukamara.

Pasal 7

(1). Jumlah kapal perikanan yang diizinkan untuk dimiliki perorangan sebanyak-
banyaknya 10 (sepuluh) buah.

(2). Jumlah kapal perikanan yang diizinkan untuk dimiliki setiap Badan Hukum
sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) buah.

(3). Usaha budidaya yang diizinkan untuk dimiliki pererangan sebanyak-
banyaknya 10 (sepuluh) unit.

(4). Usaha budidaya yang diizinkan untuk dimilikisetiap Badan Hukum
sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) unit.

Pasal 8§

(1). IUP dan SPI atau SIPI atau SILI hafus dibawa oleh pemegang izin pada
setiap melakukan usaha perikanan; dan wajib diperlihatkan kepada yang
berwenang apabila sewaktu-waktu diperlukan atau sedang dilakukan
pemeriksaan.

(2). Asli SPI atau SIP} atauSILI harus dibawa pada kapal perikanan sedangkan
[UP dapat dibawa foto copy yang telah disahkan oleh Kepala Dinas
Kelautan danPerikanan Kabupaten Sukamara.

(3). IUP dan.SPI atau SIPI atau SILI dapat dipindah tangankan kepada orang
lain derigan persetujuan tertulis dari  pemberi 1zin.

Pasal 9

(1). TUP dan SP1, SIPI atau SIL1 berakhir karena :
a. Dikembalikan oleh pemegang izin kepada yang berwenang.
b. Perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit
c. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya.
d. Dicabut oleh pemberi izin karena :
1. Syarat-syarat yang diatur dalam peraturan daecrah ini tidak
ditaati/dilaksanakan oleh pemegang izin.
2. Berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan
keamanan, kepentingan umum, ketertiban masyarakat nelayan serta

pembinaan kelestarian sumber hayati pada perairan umum dalam
daerah.
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3. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dan pembern
1zin.

Pasal 10

Usaha perikanan yang tidak memerlukan IUP meliputi :

(1). Penangkapan ikan berskala kecil yang bertujuan untuk memenuhi konsumsi
sendin dengan menggunakan perahu atau kapal bermesin dengan ukuran
kurang dari 0,5 ton serta menggunakan alat penangkap ikan yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(2). Penangkapan ikan untuk tujuan Olah Raga, Hiburan dan Pariwisata.

(3). Penangkapan ikan untuk kegiatan penelitian yang hanya 'dapat dilakukan
setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

(4). Pembudidaya ikan dalam Kolam dengan jumlah luas kurang dari 1000 m”.

(5). Pembudidaya ikan atau biota lainnya di air payduatau tambak dengan luas
kurang dari 0,5 Ha.

(6). Pembudidaya ikan atau biota lainnya dengan menggunakan Karamba atau
Jaring Apung dengan padat penebaran/benih*kurang dari 2000 ekor.

BABTH
KETENTUAN BIAYA

Pasal 11

(1). Untuk setiap,pe€mberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan
daerah, ifti-dikenakan biaya atau pungutan.

(2). Besamya biaya atau pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
adalah sebagai berikut :
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a.  Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap :
1. Payang, Jaring Trammel Net, (il Net, Sungkur dan sejenisnya, per
unit kapal/tahun Rp. 75.000.-
2. Pancing dan sejenisnya per unit kapal/tahun Rp. 50.000.-

b.  Usaha Penkanan :

1. Pembenihan ikan sungai/laut per tahun Rp. 50.000.-
2. Pembenihan non ikan per tahun Rp. 75.000.-
3. Pembenihan udang per tahun Rp. 75.000.-

¢.  Usaha Pengolahan [kan :
1. Pengolahan Tradisional per tahun Rp. 50.000,-
2. Industri perikanan per tahun Rp. 100.000.-

d.  Usaha pengumpulan/perdagangan/pemasaran ikan :

1. Ikan hidup/segar, ikan olahan per tahun Rp. 100.000,-
e.  Usaha hudidaya ikan dan biola lainnya di tambak

l.  Luas lahan di atas 0,5 Ha s/d | Ha per tahun Rp. 50.000,-

2. Luas lahan di atas | Ha s/d 3 Ha per tahun Rp. 75.000,-

3. Luas lahan diatas 3 Ha s/d 5 Ha per tahun Rp. 100.000,-

4 Luas lahan diatas 5 Ha per tahun Rp. 150.000,-

f  Usaha Budidaya ikan di kolam :
1. Luas lahan diatas 1.000 m® s/d 5.000 m? per tahun Rp. 50.000,-
2. Luas lahan diatas 5.000 m” s/d 10:000 in>per tahun Rp. 75.000.-
3. Luas lahan diatas 10.000 m® s/d"per tahun Rp. 100.000,-

g. Usaha budidaya ikan dan “biotaMainnva di karamba/jaring apung atau

sejenisnya

1. Padat penebarafi benih.diatas 2.000 ekor s/d 5.000 ekor per 1ahun Rp. 50.000.-

2. Padat penebaran’benil diatas 5.000 ekor s/d 10.000 ekor per tahun Rp. 75.000,-

3. Padat penebaran benih diatas 10.000 ekor per tahun Rp. 100,000,-
h.  Usaha budidaya rimput laut dan sejenisnya dengan luas rakit usaha diatas

100m” Per tah(n Rp. 50.000,-
i Usaha\budidaya kerang-kerangan, kepiting dan sejenisnya dengan padat

penebaran diatas 1,000 ekor per tahun Rp. 50.000,-

BAB IV

KETENTUAN OPERASIONAL KAPAL DAN ALAT PENANGKAP IKAN

Pasal 12

(1). Kapal penangkap ikan, kapal pengumpul dan kapal pengangkut ikan yang
telah mendapat surat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(3) dalam melakukan kegiatannya dilaut baik siang hari maupun malam han,
wajib memasang tanda - tanda yang ditentukan, sehingga kapal perikanan
dapat dibedakan dengan kapal-kapal Niaga lainnya yang sedang berlayar
maupun berlabuh.
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(2). Semua jenis alat penangkapan ikan yang dipasang/dioperasikan dilaut, pada
siang hari maupun malam hari harus memasang tanda-tanda tertentu yang
dapat dilihat dengan jelas dari jarak tertentu.

BABV
JALUR PENANGKAPAN IKAN

Pasal 13

Jalur penangkapan ikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten
Sukamara, ditetapkan sebagai berikut :

Perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut-tefendah sampai
dengan 4 (empat) mil laut.

Pasal 14

Penggunaan kapal perikanan dan alat pénangkapan ikan ditetapkan sebagai
berikut :
1.  Kapal Penangkapan Ikan

1. Diperbolehkan untuk”kapal”berukuran maksimal 5 (lima) Gross
Tonage dengan ukuvanparijang keseluruhan maksimal 12 meter.

2. Setiap kapal perikanain-yang digunakan untuk penangkapan ikan wajib
diberi tanda’ pengenal dengan mengecet minimal 1/4 (seper empat)
lambung ki ddn kanan :

a. _Dengan” warna putih bagi kapal penangkap ikan yang
dioperasikan diperairan sampai dengan 3 (tiga) mil laut.

b. "\ ‘Dengan warna merah bagi kapal penangkapan ikan yang
dioperasikan di perairan 3 (tiga) Mil sampai dengan 4 (empat)
mil laut.

2.  Alat Penangkapan Ikan

a. Alat penangkapan ikan yang diperbolehkan untuk
digunakan/dioperasikan sampai batas 3 (tiga) mil laut, yaitu alat
penangkapan ikan yang sifatnya menetap dan alat penangkapan ikan
yang tidak menetap tetapi tidak dimodifikasi.

b.  Alat penangkapan ikan yang diperbolehkan untuk
digunakan/dioperasikan dari 3 (tiga) mil sampai 4 (empat) mil laut,
yaitu alat penangkapan ikan tidak menetap yang dimodifikasi dan atau
Pukat Cincin (Purse Seine) berukuran panjang maksimal 150 m atau
Jaring Insang Hanyut (Drifi Gill Net) ukuran panjang maksimal 1000
m.
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BAB V1
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1). Mereka yang terdaftar dan mendapatkan izin usaha akan memperoleh
bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

(2). Guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
pemerintah daerah mengadakan penelitian, pembinaan, pendidikan,
pelatihan, penyuluhan, pengadaan sarana dan prasarana serta pengujian
mutu hasil perikanan.

(3). Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan sumberdaya ikan secara
berdaya guna dan berhasil guna dilakukan perlindungan, péngendalian dan
pengawasan sumberdaya ikan.

(4). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ‘ayat (1) dan (2) pasal in
diatur lebih lanjut oleh kepala daerah atau pejabatyang ditunjuk.

Pasal 16

Setiap nelayan yang bekerja pada ‘Kapdl penangkapan ikan harus memenuhi
syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan per
Undang-Undangan yang berlaku,

BAB VI
LARANGAN
Pasal 17

Guna melindungi kelestarian sumberdaya ikan dan biota lainnya, dilarang

melakukan kegiatan :

a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun,
listrik dan Trawl alat tangkap yang mengancam kelestarian sumberdaya ikan
yang dilarang oleh perundang-Undangan yang berlaku ;

b.  Mengadakan penangkapan satwa seperti kura-kura, penyu, ikan arwana dan
jenis biota lainnya yang dilindungi kelestariannya oleh ketentuan peraturan
perundang-Undangan yang berlaku kecuali untuk bahan penelitian setelah
mendapat izin dan Bupati ;

c. Mendirikan bangunan untuk tujuan penangkapan/budidaya ikan laut/sungai
yang membahayakan dan mengganggu jalur pelayaran ;

d. Memasukkan dan mengeluarkan ikan-ikan atau biota lainnya yang
membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan benih-benihnya.

BAB VI1I
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KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

(1). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 5, 10, dan 12
peraturan daerah ini, diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan
atau tidak merampas barang tertentu untuk disita/dimusnahkan, kecuali
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BABIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19

(1). Selain pejabat penyidik Polisi Negara R4, pcidbat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas.dan tanggung jawabnya meliputi
peraturan daerah ini diberi wewerang khusus sebagai penyidik untuk
melalukan penyidikan atas, pelanggaran tindak pidanan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan daeraliini ;

(2). Dalam melaksanakan (fugas penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1)

berwenang :
a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana ;

Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
¢. Memenntahkan berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan
memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
Pemeriksaan, penyitaan surat atau benda ;
Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka ;

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi ;

h.  Menghentikan penyidikan dan khusus bagi penyidik Pegawai Negeri
setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara R 1, bahwa tidak
terdapat cukup dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara RI
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan
keluarganya ;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan.

(3). Pejabat penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara
setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan tersangka ;
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Pemasukan rumabh ;

Penggeledahan rumah/ tempat-tempat tertutup

Penyitaan benda ;

Pemeriksaan surat ;

Pemeriksaan saksi ;

Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan langsung ke
Pengadilan Negeri, khusus bagi Penyidik PNS melalui Penyidik Polisi
Negara RI.

@S e A0 T

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peratupan Daerah ini kepada
semua kegiatan usaha kelautan dan perikanap ‘yang ada sebelumnya, wajib
memenuhi segala ketentuan Peraturan daerah ir,

Pasal.21

Hal-hal yang belum diatur dalain peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Agar setiap orang dapat'mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini «dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 27 Nopember 2004

Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal 27 Nopember 2004

SANAERAY 1 WPATEN SUKAMARA
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KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 24 TAHUN 2004

BUPATI SUKAMARA

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)
Nomor :

Setelah meneliti secara seksama atas syarat-syarat permohonan Izin Usaha
di Bidang perikanan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan/ Perorangan di Bawah
ini, kami Kepala Dians Kelautan dan Perikanan Kabupaetn Sukamara berdasarkan
keputusan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor : Tanggal
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten .Sukamara Nomor
dengan memperhatikan Surat Permohonan zin Usaha di Bidang perikanan dari
. Nomor ................. €% Tanggal
e Serta Rekomendasi darl fowp Friaen i eeeeen .. Dengan

ini rnernberlkan Izm Usaha Perikanan (IUP) Kepada
1. Nama perusahaan/ Pemohon 723 UU
. Alamat & Telpon Kantor Perusabaa  : 7 ...

2
3. Nama Pimpinan Perusahaan L e e
4, Akte Pendirian Perusahaan . - Notaris D e

- Tanggal s
5. Jenis Usaha . a. Penangkapan D s
b.Pengumpul dan
Pengangkutan :

c. Pengolahan D e
d. Budidaya D e,
6. Daerah Usaha : a. Daerah Penangkapan : .............
(Sesuai SK Mentan Nomor
392/Kpts/IK 120/4/1999).
Jalur-jalur Penangkapan lkan

yang boleh Beroperasi di :

» Jalur Penangkapan 1 dibagi
menjadi dua dengan tanda
pengenal :

1. Wamna Putih untuk lambung
kiri dan kanan kapal perikanan
tanpa motor dengan ukuran
panjang tidak lebih dari 10
meter untuk 3 (tiga) mil laut.

2. Warna merah untuk lambung
kiri dan kanan kapal perikanan
bermotor tempel atau
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bermotor  dalam  ukuran
panjang maksimal 12 meter
dan berukuran maksimal 5 GT
untuk diluar 3 mil laut
samapai dengan 6 mil laut.

» Jalur Penangkapan Il dengan
tanda pengenal Warna Oranye
untuk lambung kin dan kanan
kapal perikanan diatas 60 GT
sampai dengan 200 GT.

a. Daerah Pengumpulan dan

Pengangkutan : .............

b. Daerah/ Isokasi Usaha
Pengolahan : .\ /...

¢. Daeral/ Lokasi Usaha
Budidaya™ .........c.ccovviivienne

d. Pelabuhan Pangkalan: ............
Pangkalan Pendaratan Tkan :

8. Kapal yang Dipergunakan t.a. Béndera Indonesia.
Type : a. Jumlah Kapal : .. Buah

9. Alat yang Dipergunakan ettt e e en
10. Ketentuan yang harus dipenuhr:

a. Dilarang menggunakan bahan peledak, bahan bercun dan bius.

b. Apabila kapal<apal milik perusahaan perikanan/ perorangan tersebut
memerlukai_berlabuh dipelabuhan yang termasuk kedalam Wilayah
Administratif “Pemerintah Propinsi yang lain, untuk keperluan
pemasSaran hasilnya atau untuk keperluan lain yang bukan kegiatan
penangkapan ikan dan yang bersifat terus menerus, maka perusahaan/
perorangan yang besangkutan harus terlebih dahulu melapor kepada
Kepala Dinas Perikanan setempat yang terdekat di Propinsi tersebut
diatas untuk mendapat persetujuan.

¢. Memberikan laporan tentang kegiatan usaha termasuk data produksi
setiap tiga bulan sejak dikeluarkan IUP ini kepada Dinas Perikanan
Propinsi/ kabupaten (Pemberi Izin) dan Dinas Perikanan Propinsiyang
lain termasuk dalam bab b diatas.

d. Masing-masing kapal yang dipergunakan harus dilengkapi dengan
salinan/fotocopy TUP yang disyahkan oleh Dinas Perikanan Propinsi/
Kabupaten (Pemberi Izin).

e. Penggunaan tanda pengenla Jalur Penangkapan [, 11 dan III harus segera
dilaksanakan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41411.pdf

f. Pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan, terutama Jalur
Penangkapan lkan, Alat Penangkapan Ikan serta Kapal Penagkapan
dapat dikenakan pencabutan IUP an SPI atau pidana denda sebanyak-
banyaknya Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai pasal
27 Undang-undang no.9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan
pelanggaran tterhadap ketentuan yang ditetapkan diatas dapat
mengakibatkan dicabutnya, IUP, SPI, SIPI dan SILL

1t Lam-lain: ..o

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal

An. BUPATI SUKAMARA
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

TEMBUSAN :

Yth. Bupati Sukamara di Sukamard

Yth. Kepala Dinas Kelautan‘dan Perikanan Kabupaten Sukamara
Yth. Syahbandar/ KepalaPelabuhan ...
YHhe e T s

ok L b

BUPATI SUKAMARA

Drs. H. NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

H. MUGENI, SH.MH
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Lampiran IL

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR  TAHUN 2004

BUPATI SUKAMARA

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)

Nomor :
Lampiran : Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor : ........................ Tanggal ..........
1. a. Nama Kapal
. Nomor Registrasi/ Tanda Selar kapal ..........................................................
Warna cat tanda pengenal lambung kiri dan kanan kapal'perikanan :
. Kebangsaan/ Bendera kapal perikanan: .............. N2 ..
Ukuran kapal : 1).PxL xD R ¥ 4 14U
2). Gross Tonage PO, Vo U
f. Muatan bersih Kapal =~ L0 a0
g. Muatan dalam kamar pendingin i A SO SO UESUUURRURUOTR
h. Kekuatan Mesin Kapal =~ (= e
2. Alat Penangkapan ikan yang diguriakan: Jenis © ...
3. Kedudukan Kapal :
a. Milik sendiri :
- Nama Pemilik e et
-AlatPemilik 7 0 7
b. Sewa/ Perjanjian Kerjasama yang Iam Akte Notaris © ........ooocovevieeiee
(ika perjanjian-kerjasama harus di lam- Nomor: ...,
pirkan Akte Notaris, bagi kapal peng - Nama Pemilik : ..o
angkut 1kanfidak diperlukan Akte) Alamat Pemilik : ...
4. Surat Penangkapan Ikan . Berlakus/d ............ e
5. Daerah Usaha :
a. Daerah Penagkapan USROS PTESUUTOUIN
b. Jalur penagkapan yang boleh beropera51 ...................................................
6. Pelabuhan Pangkalan UV PO TUUR VPO U OUU U PP UPTTTRURPPORON
Jumlah ABK Kebangsaan Indonesia ORI UUUT PPV OURUR RO
8. Keterangan Lain-lain RSP RU PR SIUUPUNSRUPTOROR

o oo o

™~

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal

An. BUPATI SUKAMARA
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
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JENIS ALAT w |8 I R
Z| 5|tz 8 |od|ep 93 |B
AEIEEREHIEHELIE
SPESIFIKASI 2l e © = | T =
JUMLAH BASKET (Bush)
JUMLAH PANCING / BASKET
JUMLAH PANCING (Bush)
PANJANG RIS ATAS (M)
PANJANG RIS BAWAH (M)
LEBAR MATA KANTONG (MM)
PANJANG JARING
PERPOTONG! PICE (M)
LEBAR JARING (M)
LEBAR MATA JARING
TERKECIL/ BAGIAN KANTONG (MM)
PANJANG SAYAP (M)
[ JUMLAH PIECE (Buah)
IFJ
KETERANGAN :
**) Untuk alat lain sebutkan spesifikasi alat yang/penting’
TEMBUSAN :
1. Yth. Bupati Sukamara di Sukamara
2. Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikinan Kabupaten Sukamara
3. Yth. Syahbandar/ Kepala Pelabuhan .....................cccooieienn.
A Yth, T N e
5 Y, e T e
BUPATI SUKAMARA
Drs. H. NAWAWI MAHMUDA
Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

H.MUGENISH,MH
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41411.pdf

Lampiran III.

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 24 TAHUN 2004

BUPATI SUKAMARA

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)

Nomor ;

Lampiran ; Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor: ...................... Tanggal ..........
[. SARANA ANGKUTAN :
AKapal
1. NamaKapal S e
2. Nomor Registrasi/ Tandaselar Kapal D QD) S e
3. Warna cat tanda pengenal lambung kiri
dan kanan kapal perikanan
4. Kebangsaan/ Bendera kapal penkanan
5. Ukurankapal : 1). PXL XD /7 /e
2). Gross Tonage OSSOSO UPUPRRTO

6. Muatan bersih Kapal
7. Muatan dalam kamar pendingin
8. Kekuatan Mesin Kapal

B. Angkutan Darat
1. Jenis kendaraan

2. Jumlah.kendaraan

3. BPKB,dan STNK Angkutan : Lengkap/Belum lengkap
4. Muatan bersih tiap jenis kendaraan  : a. ... Ton
b Ton
o et Ton
II. STATUS SARANA ANGKUTAN :
A Kapal :
1. Jenis Kepemilikan : Milik sendiri/ Sewa/ Kerjasama
2. Jika perjanjian kerjamsama  : - NOMOT ...
s -Tanggal @
B. Angkutan Darat :
> Jenis Kepemilikan : Milik Sendiri/ Sewa/ Carteran
IILDAERAH USAHA :
A.Kapal:
1. Daerah usaha pengumpulan ikan et e
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2. Pelabuhan pangkalan L,

3. Jumlah kapal yang beroperasi L e e buah

4. Jumlah Anak Buah Kapal (ABK) e Orang
B. Angkutan Darat :

1. Daerah uasha pengumpulan itkan = & ...

2. Kota tempat pengumpulan/ asal O OSSP STURTUURRSIIOUS

3. Kota tempat tujuan pengangkutan PSPPSR

IV.SURAT IZIN PENGUMPULAN IKAN (SIPI) Berlaku s/d tanggal ...............

V.LAIN-LAIN s
An. BUPATI SUKAMARA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN-PERIKANAN

TEMBUSAN

Yth. Bupati Sukamara di Sukamara

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara
Yth. Syahbandar/ Kepala Pelabuhan «.......o.con
Yth, e T L

o WD e

BUPATI SUKAMARA

Drs. H. NAWAWIMAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

H. MUGENI, SH,MH

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Lampiran IV.

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR  TAHUN 2004

BUPATI SUKAMARA

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (1UP)
Nomor ;

Lampiran : [zin Usaha Perikanan (TUP) Nomor : ......................... Tanggal

I. Tempat Pengolahan :
a. Nama Pabrik/ Temapt Pengolahan
b. Lokasi Pabrik/ Tempat Pengolahan

c. Produksi maksimal perhari/ perbulan  © . e
d. Jenis produksi olahan S L
e. Penjualan hasil produkasi per bulan /AT TP

2. Pemegang Surat Izin Usaha :
a. Nama Pemegang [UP
b. Alamat ;- Jalan

- RTRW L e

- Kelurahaw/ Desa OOV PSUR

- Keeaniatdn VU TV UTUUR P TUURTOTTIO

- Kabupaten/ Kota L ereeibe e e et e anes
~.PropinslI L ettt

3. Surat Izin"Pengolahan Ikan (SILI) in1 . Berlaku sejak tanggal .............
s/dtanggal ...

4. Lain-lain :

a. Apabila Perusahaan tersebut diatas aialihkan kepada Orang/ Badan Hukul
lain, maka pemegang IUP harus melaporkan kepada Pemben Izin untuk
mendapatkan persetujuan.

b. Memenuhi kewajiban SKA/ Sertifikat Mutu Loka! untuk setiap pengiriman
1kan hasil olahan keluar Kabupaten Sukamara.

c. Wajib memenuhi semua ketentuan yang tercantum dala 1zin Usaha
Perikanan (IUP) yang diberikan kepada yang bersangkutan.
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[¥8)

. Kedudukan Kapal :
a. Milik sendiri :
- Nama Pemilik
- Alat Pemilik e
b. Sewa/ Perjanjian Kerjasama yang lain : Akte Notaris : .........................
(jika peganjian kerjasama harus di lam- Nomor © ...
pirkan Akte Notaris, bagi kapal peng - Nama Pemilik : ...
angkut ikan tidak diperlukan Akte) Alamat Pemilik : .............................
. Surat Penangkapan Ikan : Berlakus/d ...
. Daerah Usaha :
a. Daerah Penagkapan =~ e
b. Jalur penagkapan yang boleh beropera51 ........................................................
. Pelabuhan Pangkalan D oeervirereeeene e N s
Jumlah ABK Kebangsaan Indonesia RIS o) 1D v
. Keterangan Lain-la

nh

00 N >

TEMBUSAN :

Yth. Bupati Sukamara di Sukamara

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara
Yth. Syahbandar/ Kepala Pelabthar ...,
Ythe e S e

htlballe ol

BUPATI SUKAMARA

Drs. H. NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

H. MUGENI, SH.MH

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Kuesioner : Prosedur Pelayanan Pembuatan Izin Usaba Perikanan (IUP)
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Nama
Alamat
HARAPAN KINERJA
No. Pertanyaan Sangat Penting Cukup | Kurang Fidalk Sangat Puas Cukup | Kurang Tidak
Penting Penting | Penting |, “Periting Puas Puas Puas Puas
1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 11 12
1 | Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan dan
Perikanan
2 | Pelayanan yang ramah
3 Cepat tanggap dalam melayani permohonan
4 Pengetahuan & Kecakapan staf/personil
5 | Kemunikasi yang efektif dengan pelanggan
6 | Perhatian secara individual kepada pelanggan
7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik
pelanggan
8 | Kecakapan petugas dalam penyajian data dan
informasi
9 | Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam
melayani pelanggan
10_| Kejelasan informasi prosedur pelayanan
*Cukup diberi tanda ¥ pada salah satu kelom di kelom 3 s/d 12
Informan/
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Nama : A™AT
Afamat ok %W gy ooy
HARAPAN KINERJA
No. Pertanyaan Sangat . Cukup Kurang Tidak Sangat Cukup Kurang .
Pentin Penting Penting Pentin Penting Puas Puas Puas Puas Tidak Puas
1 2 3 4 5 [ 7 ) 9 10 11 12
1 | Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan
dan Perikanan L I//
2 | Pelayanan yang ramah - v
3 | Cepat tanggap dalam melayani [/ /
permohonan _
4 | Pengetahuan & Kecakapan staf/personil £ r
5 | Komunikasi yang efektif dengan pelanggan L7 L
6 | Perhatian secara individual kepada . g
pelanggan //
7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik
pelanggan V /
8 | Kecakapan petugas dalam penyajian data
dan informasi V y
9 Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam
melayani petanggan // W,
10 | Kejelasan informasi prosedur pelayanan g £~
*Cukup dibeni tanda ¥ pada salah satu kolom di kolom 3 s/d 12
Informan/
Responden
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Nama : WGMﬂ
Alamat : RY oS
§ HARAPAN KINERJA
No. Pertanyaan Sangat . Cukup Kurang Tidak Sangat Cukup Kurang ,
Pentin Penting | penting | Penting | Pentifig Puas | "3 | puas Puas | 1dak Puas
1 2 3 2 5 ] 2 s 9 10 11 12
1 | Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan

dan Perikanan

V/

2 | Pelayanan yang ramah 14

3 | Cepat tanggap dalam melayani /
permochonan

4 | Pengetahuan & Kecakapan staf/personil &

5 | komunikast yang efektif dengan pelanggan v

6 | Perhatian secara individual kepada /
pelanggan

7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik /

pelanggan /7

8 | Kecakapan petugas dalam penyajian data /
dan informasi

9 | Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam /
melayani pelanggan /

10 | Kejelasan informasi prosedur pelayanan v

*Cukup diberi tanda v pada salah satu kolom di kolom 3 sid 12
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Nama 1|k JuMM A A
Alamat TRy~
HARAPAN KINERIA
No. Pertanyaan Sangat . Cukup Kurang Tidak Sangat Cukup Kurang )
Pentin PeNting | penting | Penti penting)\“Puas | P | puas Puas | I'0ak Puas
1 2 3 4 6 7 8 9 10 _ 11 12

Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan
dan Perikanan

wxa

Pelayanan yang ramah

Cepat tanggap dalam meiayani
permohonan

Pengetahuan & Kecakapan staffperson|

Komunikasi yang efektif dengan pelanggan

oh (s

Perhatian secara individua! kepada
pelanggan

Tanggung jawab terhadap berkas milik
pelanggan

Kecakapan petugas dalam penyajian data
dan informasi

9

Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam
melayani pelanggan

10

Kejelasan informasi prosedur pelayanan

TR RIRER \\R -

*Cukup diberi tanda ¥ pada salah satu kolom di kolom 3 a/d 12
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Nama c M- NOOR_
L -CSusaempn I - .
Alamat : WT 'J 9 ZL
HARAPAN KINERJA
No. Pertanyaan Sangat Cukup Kurang Tidak Sangat Cukup Kurang
Pentin Penting Penting | Penting | Pentifa Puas Puas | pias Puas Tidak Puas
1 2 3 4 5 [ ] 8 9 10 11 12
1 | Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan
dan Perikanan L -
2 Pelayanan yang ramah v v
3 | Cepat tanggap dalam melayani
permohonan L~ v
4 | Pengetahuan & Kecakapan staf/personil v L
5 | Komunikasi yang efektif dengan pelanggan [y [V
6 | Perhatian secara individual kepada
pelanggan k< v
7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik
langgan 7 v
8 | Kecakapan petugas dalam penyajian data
dan informasi L v
9 | Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam v
melayani pelanggan v
10 | Kejelasan informasi prosedur pelayanan v v

*Cukup diberi tanda ¥ pada salah satu kolom di kolom 3 s/d 12

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Kuesioner : Prosedur Pelayanan Pembuatan Izin Usaha Perikanan (IUP)

Nama

Alamat NN

8 | Kecakapan petugas dalam penyajian data
dan informasi

9 Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam
melayani pelanggan

10 | Kejelasan informasi prosedur pelayanan
"Cukup diberi tanda ¥ pada salah satu kolom di kolom 3 a/d 12

HARAPAN KINERJA
No. Pertanyaan Sangat i Cuku Kurang Tidak Sangat Cukup Kurang
Penti Penting | portiny | Ppentin Pentifia)) “Puas | "U | Ppuas puas | 1dak Puas
1 2 3 4 5 [] 7 8 9 10 11 12
1 | Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan
dan Perikanan (/ //
2 Pelayanan yang ramah e r”
3 | Cepat tanggap dalam melayani
permophonan V
4 | Pengetahuan & Kecakapan staf/personil o L~
5 | komunikasi yang efektif dengan pelanggan [ [
6 | Perhatian secara individual kepada /
pefanggan
7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik (/ /
pelanggan _/
V V.
[ [
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Nama KEAAL NAS p
Alamat Rr 5 :
HARAPAN KINERJA
No. Pertanyaan Sangat . Cuku Kura Tidak Sangat Cuku Kurang
Penting | PENUNg Pentinp Penti?‘g Pentig buas | PU3 | pua sp puss. | Tidak Puas
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12
1 | Waktu pelayanan iingkup Dinas Kelautan v
dan Perikanan Vo
2 | Pelayanan yang ramah v L
3 | Cepat tanggap dalam melayani
permohonan 4 v
4 | Pengetahuan % Kecakapan staf/personil v {1
5 Komunikasi yang efektif dengan pelanggan v L
6 | Perhatian secara individual kepada
pelanggan W L~
7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik
pelanggan v L
8 Kecakapan petugas dalam penyajian data
dan informasi v v
9 | Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam -
melayani pelanggan v L
10 | Kejelasan informasl prosedur pelayanan L L~

*Cukup diben tanda ¥ pada salah satu kolom di kolom 3 s/id 12

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Nama
Alamat : ﬂ— 3
HARAPAN KINERJA
Na. Pertanyaan Sangat . Cukup Kurang Tidak Sangat Cuku Kuran .
Pentin Penting Penting Pentin Penting Puas Puas Puasp Puasg Tidak Puas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 | Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan
dan Perikanan ‘/ V
2 | Pelayanan yang ramah [ L
3 | Cepat tanggap dalam melayani V
permohonan “ L
4 | Pengetahuan & Kecakapan staf/personil V., 5~
5 | Komunikasi yang efeitif dengan pelanggan v 17
6 | Perhatian secara individual kepada / /
pelanggan
7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik V V
pelanggan
8 | Kecakapan petugas dalam penyajian data / /
dan informasi
9 | Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam l/ V
melayani pelanggan
10 | Kejelasan informasi prosedur pelayanan [V 4

*Cukup diberi tanda ¥ pada salah satu kolom di kolom 3 s/d 12
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Kuesioner : Prosedur Pelayanan Pembuatan 1zin Usaha Perikanan (IUP)
(=]
Nama V1D RS
Alamat }Q T71

PR

HARAPAN KINERJA
Na. Pertanyaan Sangat . Cukup Kurang Tidak Sangat Cukup | Kurang :
Pentl Penting Pentin Pentin Penting Puas Puas Puas Puas Tidak Puas
1 3 3 5 [ 7 8 9 10 1 12

2
1 Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan

dan Perikanan L

Pelayanan yang ramah

WMo

Cepat tanggap dalam metayanl
permohonan

Pengetahuan & Kecakapan staf/personil

Komunikasl yang efektif dengan pelanggan

|

Pernatian secara individual kepada
pelanggan

7 | Tanggung jawab terhadap berkas miltk
pelanggan

8 Kecakapan petugas dalam penyajian data
dan informasi

9 | Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam
melayani pefanggan

NN

AONANANANENANIAY

10 | Kejelasan informasi prosedur pelayanan

i/

*Cukup diberi tanda ¥V pada salah satu kolem di kotom 3 s/d 12

RO

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Kuesioner : Prosedur Pelayanan Pembuatan Izin Usaha Perikanan (IUP)

9 | Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam
melayani pelanggan

10 | Kejelasan informasi prosedur pelayanan
*Cukup diberi tanda ¥ pada salah satu kolom di kolom 2 s/d 12

Nama : MAS RAN
Alamat . KT &
HARAPAN KINERJA
No. Pertanyaan Sangat ) Cukup Kurang Tidak Sangat Cukup Kurang )
Penting Penting Pentin Penting Pentifig Puas Puas Puds puas Ticlak Puas
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12
1 | Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan
dan Perikanan V /
2 | Pelayanan yang ramah £~ .
3 | Cepat tanggap dalam melayan) V
permohonan
4 | Pengetahuan & Kecakapan staf/personil e
5 | Komunikasi yang efektif dengan pelanggan | L
6 | Perhatian secara individual kepada /
langgan
7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik /
pelanggan
8 | Kecakapan petugas dalam penyajlan data V
dan informasi
P
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Nama AU ONSUS party
Alamat :TE#
HARAPAN KINERJA
No. Pertanyaan Sangat . Cukup Kurang Tidak Sangat Cuku Kuran
Penting Penting Penting Penting Penting Puas Puas puasp Puasg Tidak Puas
1 2 3 a 3 6 7 8 9 10 i1 12
1 | Waktu pelayanan iingkup Dinas Kelautan /
dan Perikanan yd
2 | Pelayanan yang ramah Y V'
3 | Cepat tanggap dalam melayani
rmohonan ’// yd
4 | Pengetahuan & Kecakapan staf/personil v vV,
5 | Komunikasi yang efektif dengan pelanggan V 4
6 | Perhatian secara individual kepada l/
pelanggan
7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik V V
pelanggan 7
8 | Kecakapan petugas dalam penyajian data l/ V
dan informasi / y
9 | Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam \/
melayani pelanggan / y
10 | Kejelasan informasi prosedur pelayanan [ Vv

*Cukup diberi tanda ¥ pada safah satu kolom di kolom 3 8/d 12
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Nama : Gaaal | Nur
Alamat B = ? '
r HARAPAN KINERJA
No. Pertanyaan Sangat . Cukup Kurang Tidak Sangat Cukup Kurang .
Pentin Penting | penting | Penting | Penting paas | PY%° | Ppuas puas. | Tidak Puas
1 2 3 4 5 8 2 ) 9 10 i1 12
1 | Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan ,
dan Perikanan I/
2 Pelayanan yang ramah L
3 | Cepat tanggap dalam melayani
permohonan / V
4 | Pengetahuan & Kecakapan staf/personil L2~ L
5 | Komunikasi yang efektif dengan pelanggan z P L
& | Perhatian secara individual kepada
pelanggan V V
7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik
pelanggan - ? /
8 Kecakapan petugas dalam penyajian data ’
dan informasi V
9 | Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam /
melayani pelanggan L
10 | Kejelasan informasi prosedur pelayanan L L~

*Cukup diberi tanda ¥ pada salah satu kolom di kolom 3 s/d 12
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Nama I xedomah -
Alamat . 2T F
HARAPAN KINERJA
No. Pertanyaan Sangat . Cukup Kurang Tidak Sangat Cukup Kurang .
penting | PE"M9 | pering | penting | Penting)lPuas | P2 | Puas o) | Tidak Puas
1 2 3 4 [] [ E] 8 9 10 11 12
1 | Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan
dan Perikanan V /
2 | Pelayanan yang ramah e -
3 | Cepat tanggap dalam melayani
permohonan v o
4 | Pengetahuan & Kecakapan staf/personit f/ e
5 | Komunikasi yang efektif dengan pelanggan L P
6 Perhatian secara individual kepada
pelanggan L L
7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik I/ /
langgan
8 | Kecakapan petugas dalam penyajian data
dan informasi / V
9 | Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam
melayani pelanggan V /
10 | Kejelasan informasi prosedur pelayanan
*Cukup diberi tanda v pada salah satu kolom di kolom 3 s/d 12
Risdpomsnh
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Kuesioner : Prosedur Pelayanan Pembuatan 1zin Usaha Perikanan (IUP)

Nama P £RAN
Alamat : RT- 6
HARAPAN KINERJA l
No. Pertanyaan Sangat . Cukup Kurang Tidak Sangat Cukup Kurang '
Pentin Pentind | penti Penting | Penting™| “puas | P¥ | puag Puas | ''dak Puas
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12
1 | Waktu pelayanan iingkup Dinas Kelautan \/ V
dan Perkanan
2 Pelayanan yang ramah L~
3 | Cepat tanggap dalam melayani //
permohonan -
4 | Pengetahuan & Kecakapan staf/personil s [
5 | Komunikasl yang efektif dengan pelanggan y e [ 2
6 | Perhatian secara individual kepada
an L ) v
7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik T . g
pelanggan V
8 | Kecakapan petugas dalam penyajlan data
dan informasi p /
9 | Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam '
melayani pelanggan / ‘/,
10 | Kejelasan informasi prosedur pelayanan 4 [
*Cukup diberi tanda v_pada satah satu Kolom ol kolom 3 a/d 12
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melayani pelanggan

Nama : @m4rrﬁ@r?ara :
Alamat ?ﬂ‘ Y
HARAPAN KINERJA
No. Pertanyaan Sangat . Cukup Kurang Tidak Sangat Cukup Kurang )
Penting Penting Penting Pentin Penting Puas Puas Puas Puas Tidak Puas
1 2 3 4 5 6 7 [] 9 10 11 12
1 | Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan
dan Perikanan V V
2 | Pelayanan yang ramah v L
3 | Cepat tanggap dalam melayani /
permohonan
4 | Pengetahuan & Kecakapan staf/personl! %
5 Komunikasi yang efektif dengan pelanggan 4
6 | Perhatian secara individual kepada
langgan
7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik [/
langgan
8 | Kecakapan petugas dalam penyajian data /
dan informast
9 | Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam V
V-

10 | Kejetasan informasi prosedur pelayanan

*Cukup diberi tanda ¥ pada salah satu kolom di kolom 3 s/d 12
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Nama : 91l MR Rak -
Alamat e o '} ‘
HARAPAN
No. Pertanyaan Sangat . Cuku Kurang Tidak Sangat )
penting | P9 | penting | Ppenting | penting Sioe. | Puas Tidak Puas
1 | 2 3 4 5 [] z 8 9 12
1 [ Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan /
dan Perikanan
2 | Pelayanan yang ramah V
3 | Cepat tanggap dalam melayani /
_permohonan .
4 | Pengetahuan & Kecakapan staf/personii 4
5 | Komunikasi yang efektif dengan pelanggan [/
6 | Perhatian secara individual kepada /
pelanggan
7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik ‘/
langgan
8 [ Kecakapan petugas dalam penyajian data I/
dan informasi
9 | Kebensihan dan kerapihan ruangan dalam /
melayani pelanggan p
10 | Kejelasan informasi prosedur pelayanan v

*Cukup diberi tanda ¥ pada salah satu kelom di kolom 3 s/d 12
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Nama ; ARINOR
Alamat e Jelad U Ok
HARAPAN KINERJA
Na. Pertanyaan Sangat - Cukup | Kurang | Tidake . Serigat Cukup | Kurang | .
Penting Penting Penting Pentin Penting Puas Puas Puas Puas Tidak Puas
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 i1 12
1 | Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan .
dan Perikanan L . (D ,
2 | Pelayanan yang ramah [ (-
3 | Cepat tanggap dalam melayani
rmohonan f/, L/’
4| Pengetahuan & Kecakapan staf/personil s v
5 | Komunikasi yang efektif dengan pelanggan v (g
6 Perhatian secara individual kepada |-/'
pelanggan ]
7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik et (/
pelanggan
8 | Kecakapan petugas dalam penyajian data l/
dan informasi .
9 | kebersihan dan kerapihan ruangan dalam e
melayani pelanggan Y P
10 | Kejelasan informasi prosedur pelayanan [ 7
*Cukup diberi tanda ¥ pada salah satu kolom di kolom 3 a/d 12
Rasponden

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




Kuesioner : Prosedur Pelayanan Pembuatan Izin Usaha Perikanan (IUP)

41411.pdf

Nama . wonicth -
Alamat . 7T 5
HARAPAN KINERJA
Na. Pertanyaan Sangat . Cukup Kurang Tidak Sangat Cukup Kurang '
Penting _ Penting Penting Penting Penting Puas Puas Puas Puas Tidak Puas
1 2 3 4 5 6 7 [ 9 10 11 12
1 | Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan
dan Perikanan / V
2 | Pelayanan yang ramah - L
3 | Cepat tanggap dalam melayani /
permohonan P
4 | Pengetahuan & Kecakapan staf/persont| i L
5 | komunikasi yang efektif dengan pelanggan P V.
6 | Perhatian secara individual kepada V
pelanggan
7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik /
pelanggan
8 | Kecakapan petugas dalam penyajian data &/
dan informasi
9 | Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam
melayani pelanggan -
10 | Kejelasan informasi prosedur pelayanan [ P
*Cukup diberi tanda ¥ pada salah satu kolom di kolom 3 s/d 12
RISpPERREH
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Nama _2/1?/\/,4 L g(/"’L(
Alamat : ﬂﬁ' of -
HARAPAN
No. Pertanyaan Sangat . Cukup Kurang Tidak Sangat )
Penting | "®™"9 | penting | Penting | Pentitg)~| —Puas | -3 Tidak Puas
1 2 3 4 5 8 7 8 9 12
1 | Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan
dan Perikanan V
2 | Pelayanan yang ramah ~
3 | Cepat tanggap dalam melayani
permohanan /
4 Pengetahuan & Kecakapan staf/personil Y
5 | Komunikasi yang efektif dengan pelanggan Yl
6 | Perhatian secara individual kepada
langgan V
7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik
langgan V
8 | Kecakapan petugas dalam penyajian data /
dan informasi
9 | Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam /
melayani pelanggan
10 | Kejelasan informasi prosedur pelayanan L

*Cukup diberi tanda ¥ pada salah saty kolom di kolom 2 8/d 12
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Nama : Aﬂ‘f;r
Alamat . MALAYan . anden
HARAPAN KINERJA
No. Pertanyaan Sangat . Cukup Kurang Tidak Sangat Cukup Kurang .
penting | Pe™"0 | penting | Penting | Penting’d “Puas | P“* | Ppuas puas | dak Puas
1 2 3 a 5 8 7 ] ) 10 1 12
1 | Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan
dan Perikanan v /
2 | Pelayanan yang ramah L [
3 | Cepat tanggap dalam melayani V
permohonan
4 ! Pengetahuan & Kecakapan staf/personil L~ !/
5 | Komunikasi yang efektif dengan pelanggan L~ £
6 | Perhatian secara individual kepada
pelanggan / L
7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik
pelanggan
8 | Kecakapan petugas dalam penyajian data
dan informasi v ¢
9 | Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam V /
melayani pelanggan
10 [ Kejelasan informasi prosedur pelayanan [ [
*Cukup diberi tanda ¥ pada salah satu kolom di kolom 3 s/d 12
ROSRURRan
ATIK. ..
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L
Nama - IAWAWL
Alamat : ?’]’“ 7_ .
HARAPAN KINERJA
Na. Pertanyaan Sangat . Cukup Kurang Tidak Sangat Cukup Kurang i
Penting Penting Penting Penting Penting Puas Puas Puas Puas Tidak Puas
1 2 3 4 ] 7 ) 9 10 11 12
1 | Waktu pelayanan lingkup Dinas Kelautan
dan Perikanan
2 | Pelayanan yang ramah
3 | Cepat tanggap dalam metayani
permochonan
4 | Pengetahuan & Kecakapan staf/personil
5 | Komunikasi yang efektif dengan pelanggan
6 | Perhatian secara individuat kepada

pefanggan

7 | Tanggung jawab terhadap berkas milik
langgan
B8 | kKecakapan petugas dalam penyajian data
dan informasi
9 | Kebersihan dan kerapihan ruangan dalam
melayani pelanggan
10 | Kejelasan informasi prosedur pelayanan

NAANROMAANIEN,

*Cukup diberi tande ¥ pada satah satu kolom di kolom 3 s/d 12
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Lampiran 5. Daftar Pertanyaan

DAFTAR PERTANYAAN

1. Dengan diterbitkanya PERDA Izin Usaha Perikanan (IUP), apakah telah
memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan IUP kepada masyarakat
dalam penerbitan IUP? (Bagaimana persepsi pelaksana dan apa respon
pelaksana kebijakan [UP)

2. Dalam waktu penyelesaian IUP, apakah telah sesuai dengan waktu yang
ditetapkan? (Apabila belum apa kendalanya)

3. Pada tugas masing-masing personal, apakah télah, berperan sesuai dengan
fungsinya? (Apabila belum apa kendalanya)

4. Dalam Pendistnibusian IUP, apakah telah sampai kepada target? (Apabila belum
apa kendalanya)

5. Dalam menyebarluaskan informasi mengenai IUP, apakah telah dilaksanakan
sosialisasi? (Apabila belum-apakendalanya)

6. Pada kondisi lingkangan kerja, apakah telah merasa nyaman? (Apabila belum
apa kendalanya}

7. Dalam Kkedisiplinan personil penyelenggaraaan IUP, apakah telah bersikap
ramah, sopan dan berpenampilan menank?

8. Dalam kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan
IUP, apakah telah sesuai dengan kebutuhan? (Apabila belum apa kendalanya)

9. Dalam kepastian biaya, apakah sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan ?

Informan
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DAFTAR PERTANYAAN

1. Dengan diterbitkanya PERDA [zin Usaha Perikanan (IUP), apakah telah
memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan IUP kepada masyarakat dalam
penerbitan IUP? (Bagaimana persepsi pelaksana dan apa respon pelaksana

kebijakan IUP)
Telah memberikan Kepastian Sehingga membuat Pelaksnnaqn tmang dalam

melak ganakan KemJibanrga Sebagai pelayan masyarakat
2. Dalam waktu penyelesaian [UP, apakah telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan?
(Apabila belum apa kendalanya) .
Telah gesuai, waprty Pa\mg \amq 14 hari 12In viaha 3udah dﬂPflt diterirmaq
pembuat 12in Ugaha
3. Pada tugas masing-masing personal, apakah telah berperan sesuai dengan
fungsinya? (Apabila belum apa kendalanya)
Svdah gejual, Karena telah ada alur yang jelas dalam penboatan 1UP
mulai daci Qmer‘lma b&tkas, Pme\il-i‘an, Pencacalhn  Sentri) ?em\ouo.'can sompPai del'\Sqn Rngerd-.
4. Dalam Pendistribusian IUP, apakah telah sampai kepada-target? (Apabila belum apa 1Vp
kendalanya)
Belum, dixarenakan susah berkemy dengan felakd target gembuat 10P

5. Dalam menyebarluaskan informasi mengefai IUP, apakah telah dilaksanakan
sosialisasi? (Apabila belum apa kendalanya)
Belum di \akganakan $otialitagi karefia tiap Subuh rata - rata nelayan melayt
Sehrnaﬁa Sagah mensumpulkan mereka |

6. Pada kondisi lingkungan kerja, apakah t¢lah merasa nyaman? (Apabila belum apa
kendalanya)
Belum, karena rvang KRhugus { loket Knugus Pengurus TUP dan Peranaka{

kom?ufer belum tergedia.
7. Dalam kedisiplinan personil penyelenggaraaan IUP, apakah telah bersikap ramah,
sopan dan berpenampilan menarik?

Perconil Selato bergikap ramak, Sopan dan berpenamgilon wenarik

8. Dalam kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan [UP,
apakah telah sesuai dengan kebutuhan? (Apabila belum apa kendalanya)
kelengkapan $arana Prasarana ‘eelom mendukung tervtama Romputer
don prinker YWhugug vatrie mencakak  10P oelum ada.

9. Dalam kepastian biaya, apakah sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan ?

Biaya yang dikeluarkan uvnlvle yembouvat VO fvdaoh Seguai dengan
$ordar yarg ado di Resda

Informan/
Responden

—_—

Harey zvlgihar , S . 9i
1916oHq sc0213 1009
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DAFTAR PERTANYAAN

1. Dengan diterbitkanya PERDA Izin Usaha Perikanan (IUP), apakah telah
memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan IUP kepada masyarakat dalam

penerbitan IUP? (Bagaimana persepsi pelaksana dan apa respon pelaksana

kebijakan IUP
puygtn aftanda) Yerpa rUﬂQﬁ\ntaL\ s telah Mam;\”k;‘ hPMHdn ‘wl{_um C“h’l ,?Mcu‘qunym

b@.ta‘l'bu 0&34\ Pdl‘d U_)ag';b lup
2. Dalam waktu penyelesatan [UP, apakah telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan?
(Apabila belum apa kendalanya)

Sudah Sesvm‘, ch@kn wakts yang tzlah Ftetapfan

3. Pada tugas masing-masing personal, apakah telah berperan sesuai dengan
fungsinya? (Apabila belum apa kendalanya)
Sudab, Seyval a(Ln‘jcm {AJ[JOL—-%‘

4. Dalam Pendistribusian IUP, apakah telah sampai kepada-target?(Apabila belum apa
kendalanya)
Belum , karens masth sthagian wqai.\p WB betbo mennlikr kesadarin Serta
‘Uﬂgﬂ:jm w”agal« Caleapan parm wagl \uf

5. Dalam menyebarluaskan informasi mengenai 1UYP, apakah telah dilaksanakan
sosialisasi? (Apabila belum apa kendalanya)

Belom | IUJ"r‘qlaHJa adanya 64.—"1!.- Ying édUL Aa,njah pava QJW'—-B:IL up

6. Pada kondisi lingkungan kerja, apakah ‘t¢lah merasa nyaman? (Apabila belum apa
kendalanya)

Balum, karena belown W?Qdfdfwﬂ ruan, loleet khousus P(Llﬂl:ja\ncth Uy

7. Dalam kedisiplinan personil penyelenggaraaan IUP, apakah telah bersikap ramah,
sopan dan berpenampilan menarik?
Sumua M menuhi, Ercteria

8. Dalam kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan [UP,
apakah telah sesuai dengan kebutuhan? (Apabila belum apa kendalanya)
Belum , kendala ny~ peranglat kom puber dan Moboler balym tersedia khoses
vhtol pela sinan JUP

9. Dalam kepastian biaya, apakah sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan ?
Seguar ‘fn'nda Yoy tarmuat Aalam ro_rdq l2th Usaha Pw‘kanav.

Informan/
Responden

LukmaN  IM
1974 0512 fo0d3/8 t cof
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Lampiran 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayan Publik
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG
PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga
negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan
kebutuhan dasarnya dalam XKerarigka pelayanan
publik yang merupakan amanat” Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas
pelayanan publik yang  dilakukan penyelenggara
pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus
dilakukan seiring ‘dengan harapan dan tuntutan
selurubh warga negara dan penduduk tentang
peninglatan pelayanan publik;

c. bahwe sébagai upaya untuk mempertegas hak dan
kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta
terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi
dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik,
diperlukan norma hukum yang memberi
pengaturan secara jelas;

d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas
dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai
dengan asas-asasumum pemerintahan  dan
korporasi yang baik sertauntuk memberi
perlindungan bagi setiap warga negara dan
penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan
pengaturan hukum yang mendukungnya;

e. bahwa . ..
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang
Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20,
Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C,
Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28] ayat {(2), dan
Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana diubah-déngan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomior<8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian’~ (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahan 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaraft Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

3. Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan ‘Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonegia._Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant on Economic,
Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4557);

5. Undang-Undang . ..
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant on Civil and
Political Rights (Kovenan Intermasional tentang Hak-

Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4899);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANG PELAYANAN PUBLIK.

BAB 1 KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

(1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas  barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

(2) Penyelenggara . ..
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(2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya
disebut Penyelenggara adalah setiap institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan
badan hukum lain yang dibentuk semata-mata
untuk kegiatan pelayanan publik.

(3) Atasan satuan kerja penyelenggara adalah
pimpinan satuan kerja yang membawahi secara
langsung satu atau lebih satuan kerjayang
melaksanakan pelayanan publik.

(4) Organisasi penyelenggara pelayanan ‘publik yang
selanjutnya disebut Organisasi, \Penyelenggara
adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan
publik yang berada di~ lingkungan institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga
independen yang diberntuk” berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan” pelayananpublik, dan
badan hukum laifi) yang dibentuk semata-mata
untuk kegiatan pelayanan publik.

(5) Pelaksanapelayanan publik yang selanjutnya
disebut ( Pelaksana adalah pejabat, pegawai,
petugds, dan setiap orang yang bekerja di dalam
organisasi penyelenggara yang bertugas
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan
pelayanan publik.

(6), Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga
negara maupun penduduksebagai orang-
perseorangan, kelompok, maupun badan hukum
yang berkedudukan sebagai penerima manfaat
pelayanan publik, baik secara langsung maupun
tidak langsung.

(7) Standar pelayanan adalah tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur.

(8] Maklumat . ..
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(8) Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis
yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji
yang terdapat dalam standar pelayanan.

(9) Sistem  informasi pelayanan publik yang
selanjutnya disebut Sistemmn Informasi adalah
rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan
dan pengelolaan informasi serta mekanisme
penyampaian informasi dari penyelenggara kepada
masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan,
tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa
gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan
secara manual ataupun elektronik,

(10) Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan
publik antarpara pihak melalui.bantuan, baik oleh
ombudsman sendiri maupan_ntelalui mediator yang
dibentuk oleh ombudsman.

(11) Ajudikasi adalah proses” penyelesaian sengketa
pelayanan publiK .antarpara pihak yang diputus
oleh ombudsmar

(12) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di
bidang pendayagunaan aparatur negara.

(13) Ombudsman adalah lembaga negara yang
mempurnyai kewenangan mengawasi
penye€lenggaraan pelayanan publik,baik yang
diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan
pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh
badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, dan badan hukum milik negara serta
badan swasta, maupun perseorangan yang diberi
tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

BABII ..
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BAB II
MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Undang-undang tentang pelayanan publik
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara
dalam pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan undang-undang tentangpelayanan publik
adalah:

a. terwuyjudnya batasan dan hubungan yang jelas
tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan
kewenangan selufuh pihak yang terkait dengan
penyelenggataari pelayanan publik;

b. terwujudnya / sistem penyelenggaraan pelayanan
publik yang layak sesual dengan asas-asas umum
pemerintahan dan korporasi yang baik;

c. «ferpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

d."terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum

bagli masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:
a. kepentingan umum;

b. kepastian . . .
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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kepastian hukum,;

kesamaan hak;

keseimbangan hak dan kewajiban;
keprofesionalan;

partisipatif;

persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
keterbukaan;

akuntabilitas;

fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok
rentan;

k. ketepatan waktu; dan

kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

TR MO A0 T

Tmte s

Yot

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Basal 5

(1} Ruang lingkup” pelayanan publik meliputi
pelayanan~barang publik dan jasa publik serta
pelayanan ~ administratif yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

(2) «Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan
usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi,
lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial,
energi, perbankan, perhubungan, sumber daya
alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

(3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang
dilakukan oleh instansi pemerintah yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah;

b. pengadaan . ..
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b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang
dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal
pendiriannya  sebagian atau  seluruhnya
bersumber darikekayaan negara dan/atau
kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

¢. pengadaan dan penyaluran barang publik yang
pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah atau badan
usaha yang modal pendiriannya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari kekayaan negara
dan/atau kekayaan daerah yz#ng( dipisahkan,
tetapi ketersediaannya menjadirnisi negara yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

(4) Pelayanan atas jasa publik“sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] meliputi:

a. penyediaan jasa.publik oleh instansi pemerintah
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah;

b.\ penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha
yang modal pendiriannya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari kekayaan negara
dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan

c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya
tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah atau badan usaha yang modal
pendiriannya  sebagian atau  seluruhnya
bersumber dari kekayaan negaradan/atau
kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi
ketersediaannya menjadi misi negara yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

{5) Pelayanan . ..
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(5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi skala kegiatan yang
didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu
yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam
kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan
sebagai penyelenggara pelayanan publik.

(6) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

(7) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. tindakan  administratif pemerintah yang
diwajibkan oleh negara dan) diatur dalam
peraturan perundang-undangan dalam rangka
mewujudkan perlindufigan “pribadi, keluarga,
kehormatan, martabiat, dan harta benda warga
negara.

b. tindakan administratif oleh instansi
nonpemerintati-yang diwajibkan oleh negara dan
diatur dalam” peraturan perundang-undangan
serta (diterapkan berdasarkan perjanjian dengan
peifierimad pelayanan

BAB IT1
PEMBINA, ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN
PENATAAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Pembina dan Penanggung Jawab Pelayanan Publik

Pasal 6

(1) Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan
pelayanan publik diperlukan pembina dan
penanggung jawab.

{2) Pembina .
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(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. pimpinan lembaga negara, pimpinan
kementerian, pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian, pimpinan lembaga komisi
negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga
lainnya;

b. gubernur pada tingkat provinsi;

c. bupati pada tingkat kabupaten; dan

d. walikota pada tingkat kota.

(3) Pembina sebagaimana dimaksud  pada ayat (2)
mempunyai tugas melakukan pembinaan,
pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan
tugas dari penanggung jawab.

(4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kecuali pimpinari” lembaga negara dan
pimpinan lembaga-komisi negara atau yang sejenis
yang dibentuk .berdasarkan undang-undang, wajib
melaporkan Hasil perkembangan kinerja pelayanan
publik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat.

(5] Pembiria ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huraf/b wajib melaporkan hasil perkembangan
kirierja pelayanan publik masing-masing kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
menteri,

(6) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ dan huruf d wajib melaporkan hasil
perkembangan Kinerja pelayanan publik masing-
masing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kahupaten/Kota dan gubernur.

Pasal 7 ...
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Pasal 7

(1) Penanggung jawab adalah pimpinan
kesekretariatan lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) atau pejabat yang ditunjuk
pembina.

(2] Penanggung jawab mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan standar
pelayanan pada setiap satuan kerja;

b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan
publik; dan

¢. melaporkan kepada pembinas pelaksanaan
penyelenggaraan pelayandn- publik di seluruh
satuan kerja unit pelayanan‘publik.

(3) Menteri yang Dbertariggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur niegara bertugas:

a. merumuskan (Kebijakan nasional tentang
pelayanan publik;

b. memfasilitasi ~ lembaga terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk menyelesaikan
pefmasalahan yang terjadi antarpenyelenggara
yang~ tidak dapat diselesaikan dengan
mekanisme yang ada; dan

¢y melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja
penyelenggaraan pelayanan publik.

{4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3} wajib:
a. mengumumkan kebijakan nasional tentang

pelayanan publik, hasil pemantauan dan
evaluasi kinerja, serta hasil koordinasi;

b. membuat peringkat kinerja penyelenggara
secara berkala; dan

¢. memberikan penghargaan kepada penyelenggara
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua ..
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Bagian Kedua
Organisasi Penyelenggara

Pasal 8

(1) Organisasi penyelenggara berkewajiban
menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan
tujuan pembentukan.

(2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
meliputi:

pelaksanaan pelayanan;

pengelolaan pengaduan masyarakat;

pengelolaan informasi;

pengawasan internal;

penyuluhan kepada niasyarakat; dan

pelayanan konsultdsi.

™m0 o

(3) Penyelenggara dan., seluruh bagian organisasi
penyelenggara bertanggung jawab atas
ketidakmampuan,” pelanggaran, dan kegagalan
penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 9

(N “Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan
berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan
penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu.

(2] Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga . ..
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Bagian Ketiga
Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksana Pelayanan Publik

Pasal 10

(1) Penyelenggara berkewajiban melaksanakan
evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan
organisasi secara berkala dan berkelanjutan.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), penyelenggara berkewajiban
melakukan upaya peningkatan kapasitas
pelaksana.

(3) Evaluasi terhadap kinerja pelaksaria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakiikairdengan indikator
yang jelas dan terukur/dengan memperhatikan
perbaikan prosedur danjatau penyempurnaan
organisasi sesuai déngarl” asas pelayanan publik
dan peraturan pertindarg-undangan.

Pasal 11

(1) Penyelenggara berkewajiban melakukan
penyeleksian dan promosi pelaksana secara
transparan, tidak diskriminatif, dan adil sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggara wajib memberikan penghargaan
kepada pelaksana yang memiliki prestasi kerja.

(3) Penyelenggara wajib memberikan hukuman kepada
pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan
internal penyelenggara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme
pemberian penghargaan dan hukuman ditentukan
oleh penyelenggara.

Bagian Keempat . . .
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Bagian Keempat
Hubungan Antarpenyelenggara

Pasal 12

(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama
antarpenyelenggara.

(2) Kerja sama antarpenyelenggara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} meliputi kegiatan yang
berkaitan dengan teknis operasional pelayanan
dan/atau pendukung pelayanan.

(3) Dalam hal penyelenggara yang.memiliki lingkup
kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak
dapat dilakukan sendiri ‘karena keterbatasan
sumber daya dan/atau dalamm keadaan darurat,
penyelenggara dapat &neéminta bantuan kepada
penyelenggara lain “yang” mempunyai kapasitas
memadai.

(4) Dalam keadaandartirat, permintaan penyelenggara
lain wajib .dipenuhi oleh penyelenggara pemberi
bantuan sesuai‘dengan tugas dan fungsi organisasi
penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan
peraturati perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kerja Sama Penyelenggara dengan Pihak Lain

Pasal 13

(1} Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam
bentuk penyerahan sebagian tugas
penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak
lain dengan ketentuan:

a. perjanjian kerja sama penyelenggaraan
pelayanan publik dituangkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan dalam
pelaksanaannya didasarkan pada standar
pelayanan;

b. penyelenggara . .
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b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan
perjanjian kerja sama kepada masyarakat;

c. tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada
pada penerima kerja sama, sedangkan tanggung
jawab penyelenggaraan secara menyeluruh
berada pada penyelenggara;

d. informasi tentang identitas pihak lain dan
identitas penyelenggara sebagai penanggung
jawab kegiatan harus dicantumkan oleh
penyelenggara pada tempat yangjelas dan
mudah diketahui masyarakat; dan

e. penyelenggara dan pihak lain wajib
mencantumkan alamat tempat ‘mengadu dan
sarana untuk menampung /keluhan masyarakat
yang mudah diakses, antaralain telepon, pesan
layanan singkat (shorf jmessage service (smsj),
laman (website),” pos-el (e-mail), dan kotak
pengaduan.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan
peraturaf perundang-undangan.

(3) Kerja‘sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan/ ayat (2) tidak menambah beban bagi
masyarakat.

(4}~-Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), penyelenggara dapat melakukan kerja
sama tertentu dengan pihak lain untuk
menyelenggarakan pelayanan publik.

(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) hari dan
tidak boleh dilakukan pengulangan.

BABIV .
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BABIV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban bagi Penyelenggara

Pasal 14

Penyelenggara memiliki hak:

a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain
yang bukan tugasnya;

b. melakukan kerja sama;

¢. mempunyai anggaran pembiayaan petiyelenggaraan
pelayananan publik;

d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan
tuntutan yang tidak sesGal” dengan kenyataan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan

e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan

dengan peraturanperundang-undangan,

Pasal 15

Penyelenggaia berkewajiban:

a.
b

menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
meényusun, menetapkan, dan memublikasikan
maklumat pelayanan;

menempatkan pelaksana yang kompeten,;
menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
pelayanan publik yang mendukung terciptanya
iklim pelayanan yang memadai;

memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai
dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan;

berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan
perundang-undangan  yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik;

h. memberikan ...
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h. memberikan pertanggungjawaban terhadap
pelayanan yang diselenggarakan;

i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan
tanggung jawabnya;

j. bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi
penyelenggara pelayanan publik;

k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan
hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri
atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau
jabatan; dan

.  memenuhi panggilan ataumewakili organisasi
untuk hadir atau melaksanakan (perinitah suatu
tindakan hukum atas permintaan pejabat yang
berwenang dari lembaga negara “atau instansi
pemerintah yang berhak,~berwenang, dan sah
sesuai dengan peraturan/perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajibart dan Larangan bagi Pelaksana

Pasal 16

Pelaksana berkewajiban:

a. . 'melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan
penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
b.” memberikan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

c. memenuhi  panggilan untuk  hadir atau
melaksanakan perintah suatu tindakan hukum
atas permintaan pejabat yang berwenang dari
lembaga negara atau instansi pemerintah yang
berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,;

d. memberikan . .
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memberikan pertanggungjawaban apabila
mengundurkan diri atau melepaskan tanggung
jawab sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

melakukan evaluasi dan membuat laporan
keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara
berkala.

Pasal 17

Pelaksana dilarang:

a. merangkap sebagai komisaris “\atai pengurus
organisasi usaha bagi pelaksana vang berasal dari
lingkungan instansi pemerintal; badan usaha milik
negara, dan badan usahka milik daerah;

b. meninggalkan tugds \ dan kewajiban, kecuali
mempunyai alasdan~yang jelas, rasional, dan sah
sesuai dengan pératuran perundang-undangan,;

c. menambah pelaksana tanpa persetujuan
penyelenggara;

d. membuat-perjanjian kerja sama dengan pihak lain
tanpa persetujuan penyelenggara; dan

e. ‘\melahggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban bagi Masyarakat
Pasal 18

Masyarakat berhak:

a. mengetahuikebenaran isi standar pelayanan;

b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;

c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang

diajukan,;

d. mendapat . ..
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d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau
pemenuhan pelayanan;

e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara
untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan
yang diberikan tidak sesuai dengan standar
pelayanan;

f. memberitahukan kepada  pelaksana untuk
memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang
diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;

g mengadukan pelaksana yang melakukan
penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak
memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan
ombudsman;

h. mengadukan penyelenggara/ Jyang melakukan
penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak
memperbaiki pelayandan kepada pembina
penyelenggara dan ombudsman; dan

i. mendapat pelayarian” yang berkualitas sesuai
dengan asas dan tujuan pelayanan.

Pasal 19

Masyarakat berkewajiban:

a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana
dipersyaratkan dalam standar pelayanan,;

b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan

c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

BABV ..
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BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK

Bagian Kesatu
Standar Pelayanan

Pasal 20

(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan
menetapkan standar pelayanan dengan
memperhatikan kemampuan penyelenggara,
kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

(2) Dalam menyusun dan menetapkan standar
pelayanan sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1},
penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat
dan pihak terkait.

(3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar
pelayanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

(4) Pengikutsertaafi~,niasyarakat dan pihak terkait
sebagaimand \dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan pfrinsip tidak diskriminatif, terkait langsung
dengan )jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan
merigutamakan musyawarah, serta memperhatikan
keberagaman.

(3) \Pernyusunan standar pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut
dalam peraturan pemerintah.

Pasal 21
Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya
meliputi:

a. dasar hukum;

b. persyaratan;
C. sistem, .
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sistem, mekanisme, dan prosedur;
jangka waktu penyelesaian;

biaya / tarif;

produk pelayanan;

sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

TR oo oA

kompetensi pelaksana;

ot

pengawasan internal;

j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

k. jumlah pelaksana;

l.  jaminan pelayanan yang memberikdn.. kepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai «dengan standar
pelayanan;

m. jaminan keamanan dan keselamnatan pelayanan

dalam bentuk komitmen utituk memberikan rasa

aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-
raguan; dan

n. evaluasi kinerja pelaksana.

Bagian Kedua
Maklumat Pelayanan

Pasal 22

(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan
menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan
pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam
melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Bagian Ketiga . ..
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Bagian Ketiga
Sistem Informasi Pelayanan Publik

Pasal 23

(1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu
diselenggarakan sistem informasi yang bersifat
nasional.

(2) Menteri mengelola sistem informasi yang bersifat
nasional.

(3} Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berisi semua informasi pelayanan publik yang
berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan.

(4) Penyelenggara berkewajiban vV mengelola sistem
informasi yang terdiri , atas sistem informasi
elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya
meliputi:

a. profil penyélenggara ;

b. profil pelaksana;
c. standdn pelayanan;
d. smakiumat pelayanan;
e.\| ‘péngelolaan pengaduan; dan
£, “penilaian kinerja
(O}, Penyelenggara berkewajiban menyediakan

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4}
kepada masyarakat secara terbuka dan mudah
diakses.

Pasal 24

Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk
elektronik atau nonelektronik dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat . ..
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Bagian Keempat
Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
Pelayanan Publik

Pasal 25

(1) Penyelenggara dan  pelaksana  berkewajiban
mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan,
akuntabel, dan berkesinambungan serta
bertanggung jawab  terhadap  pemeliharaan
dan/atau penggantian sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas pelayanan publik.

(2) Pelaksana wajib memberikan.laporan kepada
penyelenggara mengenai XKondisi dan kebutuhan
sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan
publik serta pelaksdna\Sésuai dengan tuntutan
kebutuhan standar pelayanan.

(3) Atas laporan kendisi dan kebutuhan sebagaimana
dimaksud pada ‘ayat (2], penyelenggara melakukan
analisis darh menyusun daftar kebutuhan sarana,
prasarana,dan/atau fasilitas pelayanan publik dan
pelaksana.

(4) Atasvanalisis dan daftar kebutuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), penyelenggara melakukan
pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dengan mempertimbangkan prinsip
efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas,
dan berkesinambungan.

Pasal 26

Penyelenggara dilarang memberikan izin dan/atau
membiarkan pihak lain menggunakan sarana,
prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang
mengakibatkan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai
dengan peruntukannya.

Pasal 27 ...
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Pasal 27

(1) Saham penyelenggara yang berbentuk badan usaha
milik negara dan badan usaha milik daerah yang
berkaitan dengan pelayananpublik dilarang
dipindahtangankan dalam keadaan apa pun, baik
langsung maupun tidak langsung melalui
penjualan, penjaminan atau hal-hal yang
mengakibatkan beralihnya kekuasaan menjalankan
korporasi atau hilangnya hak-hak yang menjadi
milik korporasi sebagaimana (diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan batal demi hukum:

Pasal 28

(1) Penyelenggara ¢~.yang bermaksud melakukan
perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
pelayanamr “publik wajib mengumumkan dan
mencantumkan  batas  waktu  penyelesaian
pekérjaan secara jelas dan terbuka.

{2) Perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dilarang mengakibatkan terhentinya kegiatan
pelayanan publik.

(3) Pengumuman oleh penyelenggara harus dilakukan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender
sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan
memasang tanda yang memuat nama kegiatan,
nama dan alamat penanggung jawab, waktu
kegiatan, alamat pengaduan berupa nomor telepon,
nomor fujuan pesan layanan singkat (short
message service (sms)), laman (website}, pos-el
(email), dan kotak pengaduan.

(4) Penyelenggara . . .
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(4) Penyelenggara dan  pelaksana yang tidak
melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan telah melakukan kelalaian.

Bagian Kelima
Pelayanan Khusus

Pasal 29

(1) Penyelenggara berkewajiban remberikan
pelayanan dengan perlakuan (‘khusus kepada
anggota masyarakat tertentty  se€suai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Sarana, prasarana, dar/atau fasilitas pelayanan
publik dengan perlakuari” khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh
orang yang tidak bérhak.

Pasal 30

{1} Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan
berjenjang secara transparan, akuntabel, dan
sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan
perundang-undangan.

(2) Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus mematuhi ketentuan tentang
proporsi akses dan pelayanan kepada kelompok
masyarakat  berdasarkan asas persamaan
perlakuan, Kketerbukaan, serta Kketerjangkauan
masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai proporsi akses dan kategori
kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan
pemerintah.

Bagian Keenam . ..
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Bagian Keenam
Biaya/Tarif Pelayanan Publik

Pasal 31

(1) Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya
merupakan tanggung jawab negara dan/atau
masyarakat.

(2) Biaya/tarif pelayanan publik yang_ merupakan
tanggung jawab negara sebagaimiana ~dimaksud
pada ayat (1) dibebankan kepada  negara apabila
diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya/tarif pelayanan /publik selain yang
diwajibkan oleh peratdran perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan
kepada penerima pelayanan publik.

(4] Penentuan biaya/tarif pelayanan publik
sebagaimana\dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkafi_dernigan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyaf, ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dewan \Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Penyelenggara berhak mendapatkan  alokasi
anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan
pelayanan.

(2} Selain alokasi anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), penyelenggara dapat memperoleh
anggaran dari pendapatan hasil pelayanan publik.

Pasal 33 ...
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Pasal 33

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik
dilakukan oleh institusi penyelenggara negara dan
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
undang-undang, negara wajib mengalokasikan
anggaran yang memadai melalui anggaran
pendapatan dan belanja negara atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Korporasi dan/atau badan hukum yang
menyelenggarakan  pelayanan  publik  wajib
mengalokasikan anggaran yang meniadai secara
proporsional untuk peningkatan kualtas pelayanan
publik.

Penyelenggara dilarang miembiayai kegiatan lain
dengan menggunakan/ salokasi anggaran yang
diperuntukkan pelayanari’publik.

Bagian Ketujuh
Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan

Pasal 34

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik
haras berperilaku sebagai berikut:

a,

a o T

>R o

adil dan tidak diskriminatif;
cermat;
santun dan ramah;

tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang
berlarut-larut;

profesional;

tidak mempersulit;

patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar,
menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan
integritas institusi penyelenggara;

1. tidak ...
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1. tidak membocarkan informasi atau dokumen yang
wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

j- terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk
menghindari benturan kepentingan;

k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana
serta fasilitas pelayanan publik;

l.  tidak memberikan informasi yang salah atau
menyesatkan dalam menanggapi permintaan
informasi serta proaktif dalam memenuhi
kepentingan masyarakat;

m. tidak menyalahgunakan informasi; jabatan,
dan/atau kewenangan yang dimiliki;

n. sesuai dengan kepantasan; dan

tidak menyimpang dari prosedur.

Bagian Kedelapan
Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 35

(1) Petigawasan penyelenggaraan pelayanan publik
dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas
eksternal.

(2)% Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan
publik dilakukan melalui:

a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan

b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

(3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan

publik dilakukan melalui:
a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan
atau pengaduan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik;

b. pengawasan . .
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b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Pengaduan

Pasal 36

(1) Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana
pengaduan dan menugaskan pelaksana yang
kompeten dalam pengelolaan pengaduan.

(2) Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan
yang berasal dari penerima pelayanan,
rekomendasi o©mbudsman, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu.

(3) Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil
pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(4)\ Penyelenggara berkewajiban mengumumkan nama
dan alamat penanggung jawab  pengelola

pengaduan serta sarana pengaduan yang
disediakan.

Pasal 37
(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme
pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan

dengan mengedepankan asas penyelesaian yang
cepat dan tuntas.

(2) Materi . .
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(2) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut oleh penyelenggara.

(3) Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
meliputi:

a. identitas pengadu;

b. prosedur pengelolaan pengaduan,;

Cc. penentuan pelaksana yang  mengelola
pengaduan;

d. prioritas penyelesaian pengaduan;
pelaporan proses dan hasil ‘pengelolaan
pengaduan kepada atasan-pelaksana;

f. rekomendasi pengelolaan perigaduan;

g. penyampaian hasil /pergelolaan pengaduan
kepada pihak terkait;

h. pemantauan(_~dan evaluasi pengelolaan
pengaduan;

i. dokumentasi dan  statistik pengelolaan
pengaduan; dan

j- _pericantuman nama dan alamat penanggung
jawab serta sarana pengaduan yang mudah
diakses.

Bagian Kesepuluh
Penilaian Kinerja

Pasal 38

(1) Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian
kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara
berkala.

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan menggunakan indikator
kinerja berdasarkan standar pelayanan.

BABVI ...
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BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dimulai sejak penyusunan
standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan
pemberian penghargaan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} diwujudkan dalam bentuk kerja
sama, pemenuhan hak dan kewajiban/masyarakat,
serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan
pelayanan publik.

(3) Masyarakat dapat membentuk lembaga
pengawasan pelayanan publik:

(4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam
penyelenggaraan (pelayanan publik diatur lebih
lanjut dalam peraturan pemerintah.

BAB VII PENYELESAIAN
PENGADUAN

Bagian Kesatu
Pengaduan

Pasal 40

(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan
pelayanan publik kepada penyelenggara,
ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Masyarakat yang melakukan pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-
haknya oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Pengaduan . .
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(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:

a. penyelenggara yang tidak melaksanakan
kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan

b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak
sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 41

(1) Atasan satuan kerja penyelenggara. berwenang
menjatuhkan sanksi kepada , satuan kerja
penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban
dan/atau melanggar lardngar” sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 gdyat (3] huruf a.

(2) Atasan pelaksana menjatihkan sanksi kepada
pelaksana yang melakukan pelanggaran
sebagaimana dimiaksud dalam Pasal 40 ayat (3)
huruf b.

(3) Pemberian ‘'sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan aduan
masydrakat” dan/atau berdasarkan kewenangan
yang/ dimiliki atasan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau
oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk
mewakilinya.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
pengadu menerima pelayanan.

(3) Pengaduan
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(3) Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat:

a. nama dan alamat lengkap;

b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan
standar pelayanan dan uraian kerugian
materiel atau immateriel yang diderita;

c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan
tempat, waktu penyampaian, dan tanda
tangan.

(4) Pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi
dalam surat pengaduannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(5) Dalam keadaan tertentu, nama‘ dan identitas
pengadu dapat dirahasiakan.

Pasal’'43

(1) Pengaduan sebagaimana’dimaksud dalam Pasal 42
ayat (3] dapat _disertai dengan bukti-bukti sebagai
pendukung péngaduannya.

(2) Dalam hal\ péngadu membutuhkan dokumen
terkait~deéngan pengaduannya dari penyelenggara
dan/atau pelaksana untuk mendukung
penibMdKktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pényelenggara dan/atau pelaksana wajib
memberikannya.

Pasal 44

(1) Penyelenggara dan/atau ombudsman  wajib
memberikan tanda terima pengaduan.

(2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas pengadu secara lengkap;

b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan
standar pelayanan;

¢c. tempat . ..
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c. tempat dan waktu penerimaan pengaduan;
dan

d. tanda tangan serta nama pejabat/pegawai
yang menerima pengaduan.

(3) Penyelenggara dan/atau ombudsman  wajib
menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat
14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima
yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap
atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

{4) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu
melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari terhitung “sejak menerima
tanggapan dari penyelenggara. atau ombudsman
sebagaimana diinformasikan oleh pihak
penyelenggara dan/ataw ombudsman.

(5) Dalam hal berkas “pengaduan tidak dilengkapi
dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
pengadu dianggap.jnencabut pengaduannya.

Pasal 45

(1} Pengdduan terhadap pelaksana ditujukan kepada
atasan pelaksana.

{2h Pengaduan terhadap penyelenggara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf
b, ayat (4) huruf a dan huruf b, serta ayat (7] huruf
a dituyjukan kepada atasan satuan kerja
penyelenggara.

(3) Pengaduan terhadap penyelenggara yang berbentuk
korporasi dan lembaga independen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat {3) huruf c, ayat (4)
huruf ¢, dan ayat (7) huruf b ditujukan kepada
pejabat yang bertanggung jawab pada instansi
pemerintah yang  memberikan misi  atau
penugasan.

Bagian Kedua . ..
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Bagian Kedua
Penyelesaian Pengaduan oleh Ombudsman

Pasal 46

(1) Ombudsman wajib menerima dan berwenang
memproses pengaduan dari masyarakat mengenai
penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
undang-undang ini.

(2) Ombudsman wajib menyelesaikan- pengaduan
masyarakat apabila pengdadu) ~ menghendaki
penyelesaian pengaduantidak dilakukan oleh
penyelenggara.

(3) Ombudsmanwajib menibentuk perwakilan di
daerah yang bersifat hiérarkis untuk mendukung
tugas dan fungsi Jombudsman dalam kegiatan
pelayanan publik.

(4) Pembentukan perwakilan ombudsman di daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
palinglambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang
ini didndangkan.

(5, Ombudsman wajib melakukan mediasi dan
kKonsiliasi dalam menyelesaikan pengaduan atas
permintaan para pihak.

(6) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perwakilan
ombudsman di daerah.

(7) Mekanisme dan tata cara penyelesaian pengaduan
oleh ombudsman diatur lebih lanjut dalam
peraturan ombudsman.

Bagian Ketiga . .
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Bagian Ketiga
Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara
Pelayanan Publik

Pasal 47

(1) Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari
masyarakat mengenai pelayanan publik yang
diselenggarakannya.

(2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi penyelenggara.

Pasal’48

(1) Dalam memeriksa materi pengaduan,
penyelenggara . wajiy” berpedoman pada prinsip
independen, ordiskriminasi, tidak memihak, dan
tidak memungut biaya.

(2) Penyelenggara wajib menerima dan merespons
pengaduan.

(3) Dalamr hal pengadu keberatan dipertemukan
dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang
dapat mengancam atau merugikan kepentingan
pengadu, dengar pendapat dapat dilakukan secara
terpisah.

(4) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak
pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan
akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan,

Pasal 49

(1) Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan,
penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.

(2) Kewajiban . .
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(2) Kewajiban menjaga kerahasian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak gugur setelah
pimpinan penyelenggara berhenti atau
diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 50

(1) Penyelenggara wajib memutuskan hasil
pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam
puluh} hari sejak berkas pengaduan dinyatakan
lengkap.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1)
wajib disampaikan kepada jpihak pengadu paling
lambat 14 {empat belas) hati)sejak diputuskan.

(3) Dalam hal pengadu /menuntut ganti rugi,
keputusan sebagaimiana dimaksud pada ayat (1)
memuat jumlah/ ganti rugi dan batas waktu
pembayaranny4:

(4) Penyelenggara, wajib menyediakan anggaran guna
membayar-ganti rugi.

(5) Dalarmn/hal” penyelesaian ganti rugi, ombudsman
dapdt melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi
khusus.

(§-Ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun
sejak undang-undang ini diundangkan.

(7) Dalam melaksanakan ajudikasi khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mekanisme
dan tata caranya diatur lebih lanjut oleh peraturan
ombudsman.

(8) Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5)
diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden.

(9) Penyelenggara . . .
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(9) Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan
keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian
perkara yang diadukan.

Bagian Keempat
Pelanggaran Hukum dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

Pasal 51

Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau
pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila
pelayanan yang diberikan menimbulkarn kerugian di
bidang tata usaha negara.

Pasalr52

(1) Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan
melawan hukum ‘dalam penyelenggaraan pelayanan
publik sebagaimana diatur dalam undang-undang
ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan
terhadap-penyelenggara ke pengadilan.

(2) Pengajuan’ gugatan terhadap penyelenggara
sébagdimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mienghapus kewajiban  penyelenggara  untuk
melaksanakan keputusan ombudsman dan/atau
penyelenggara.

(3) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Dalam hal penyelenggara diduga melakukan tindak
pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini,
masyarakat dapat melaporkan penyelenggara
kepada pihak berwenang.

(2) Laporan . .
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghapus kewajiban  penyelenggara untuk
melaksanakan keputusan ombudsman dan/atau
penyelenggara.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 54

(1) Penyelenggara atau pelaksana yang ~melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud\ dalam Pasal 11
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 lruruf g, danPasal 17
huruf e dikenai sanksi tegliran tertulis.

(2) Penyelenggara atau (pelaksana yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) dan ayat {2}/ "Pasal 13 ayat (1) huruf b dan
huruf e, Pasal 15 huruf e dan huruf f, Pasal 16
huruf a, Pasal 17 huruf b dan huruf ¢, Pasal 25
ayat (2]; Pasal 29 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal
47 ayat\(l), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (9)
dikervai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam
waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan
dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.

(3) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila
dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melaksanakan
ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan
dari jabatan.

(4) Penyelenggara . . .
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ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1)
dan ayat (4) dikenai sanksi teguran tertulis, dan
apabila dalam waktu 3 {tiga) bulan atau dalam
masa pelaksanaan pekerjaan tidak melaksanakan
ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan
dari jabatan.

(5) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf ¢, huruf d, huruf h, dan huruf i, Pasal 23
ayat (4) dan ayat (5), Pasal 25 ayat. (1), Pasal 28
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 36
ayat (2), Pasal 37 ayat (1}, Pasal*43, ayat (2}, Pasal
44 ayat (3), dan Pasal 50 ayat“{2} dikenai sanksi
penurunan gaji sebesar .Satu/kali kenaikan gaji
berkala untuk paling lama 1, (satu) tahun.

(6) Penyelenggara atau” “pelaksana yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (1) diken@i,sdanksi penurunan pangkat pada
pangkat yarng setingkat lebih rendah untuk paling
lama 1 (satu).tahun.

(7) Penyelenggeara atau pelaksana yang melanggar
keterituan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1), Pasal 15 huruf b, huruf e, huruf j, huruf k,
dan hurufl, Pasal 16 huruf b, huruf ¢, huruf d, dan
huruf e, Pasal 17 huruf a dan huruf d, Pasal 20
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22, Pasal 28 ayat (4),
Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 48 ayat
(2], serta Pasal 50 ayat (1) dan ayat (4} dikenai
sanksi pembebasan dari jabatan.

(8) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf a, Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 33
ayat (3) dikenai sanksi pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri.

(9) Penyelenggara . . .
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(9) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi
pemberhentian tidak dengan hormat.

(10) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (3) huruf ¢ dan ayat (4) huruf c yang
melanggar ketentuan Pasal 15 huruf a, Pasal 26,
Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 ayat (3) dikenai
sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang
diterbitkan oleh instansi pemerintah.

(11) Penyelenggara yang dikenai sanksi(eebagaimana
dimaksud pada ayat (10Q), apabila _dalam jangka
waktu paling lama 6 {(enam) bulan‘tidak melakukan
perbaikan kinerja dikenai sanksi‘pencabutan izin
yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.

Pasal 55

{1} Penyelenggafa, ‘atau pelaksana yang tidak
melakukan “\kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam/Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat
(4} Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan atas
perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka,
cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain
dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak membebaskan dirinya
membayar ganti rugi bagi korban.

(3) Besaran ganti rugi bagi korban ditetapkan
berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 56 . ..

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41411.pdf
Pasal 56

(1) Penyelenggara atau pelaksana yang tidak
melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat
(4), dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan
kerugian negara dikenai denda.

(2) Besaran denda ditetapkan berdasarkan putusan
pengadilan.

Pasal 57

(1) Sanksi bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54, Pasal 55,/dan.Pasal 56 dikenakan
kepada pimpinan penyelénggara.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukari gleh“atasan penyelenggara yang
bertanggung jawab-atas kegiatan pelayanan publik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelanggaran “yang dilakukan oleh penyelenggara
sebagdimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) yang
meniimbulkan kerugian wajib dibayar oleh
penyelenggara setelah dibuktikan nilai kerugiannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pimpinan penyelenggara dan/atau pelaksana yang
dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,
Pasal 55, dan Pasal 56 dapat dilanjutkan pemrosesan
perkara ke lembaga peradilan umum apabila
penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum
dan/atau penyelenggara melakukan tindak pidana.

BABIX ...
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BABIX KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan
pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 {dua) tahun.

BAB X KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 60

(1) Peraturan- pemierintah mengenai ruang lingkup
pelayaman_publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasdl, 5, ayat (6] harus ditetapkan paling lambat 6
(enara)” bulan sejak Undang-Undang  ini
diunidangkan.

(2) Peraturan pemerintah mengenai sistem pelayanan
terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) harus ditetapkan paling lambat 6 [enam) bulan
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(3) Peraturan pemerintah mengenaipedoman
penyusunan standar pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) harus ditetapkan
paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

(4) Penyelenggara . ..
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(4) Penyelenggara harus menyusun, menetapkan, dan
menerapkan standar pelayanan paling lambat 6
(enam) bulan setelah peraturan pemerintah
mengenai pedoman penyusunan standar pelayanan
diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Peraturan pemerintah mengenai proporsi akses dan
kategori kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) harus ditetapkan
paling lambat 6 (enam) bulan sejdk  Undang-
Undang ini diundangkan.

(6) Peraturan pemerintah meéngeriai tata cara
pengikutsertaan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelaydnan ‘publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasadl 397ayat (4) harus ditetapkan
paling lambat 6~ (enam) bulan sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

(7) Peraturan <fresidén mengenai mekanisme dan
ketentuan  pemberian ganti rugi sebagaimana
dimaksid-dalam Pasal 50 ayat (8) harus ditetapkan
paling \lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-
Undafg ini diundangkan.

Pasal 61

Kewajiban negara menanggung beban pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) harus
dipenuhi selambat-lambatnya dimulai tahun anggaran
2011.

Pasal 62

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ..
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Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA'REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 112
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK

UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik
Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kese¢jahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung
makna negara berkewajiban memenuhi{ Kebutuhan setiap warga
negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung
terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam
rangka memenuhi kebutuhan dasarrdan hak sipil setiap warga negara
atas barang publik, jasa publik, danpelayanan administratif.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih
dihadapkan pada kondisi{yang belum sesuai dengan kebutuhan dan
perubahan di berbagaibidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Hal\tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk
menanggapi térjadimya transformasi nilai yang berdimensi luas serta
dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara
itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan
dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu
pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan
perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai
tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang
terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek
pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna
mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan

konsepsi . . .
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konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan
acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat
memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan
nasional. Dengan mempertimbangkan hal di atas, diperlukan undang-
undang tentang pelayanan publik.

Undang-Undang ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan
pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi:

a. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik;

b. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan
publik;

¢. pembinaan dan penataan pelayanan publik;

d. hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruly” pihak yang terkait
dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

e. aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar
pelayanan, maklumat pelayanarn, /sistem informasi, sarana dan
prasarana, biaya/tarif peldyanan, pengelolaan pengaduan, dan
penilaian kinerja;

f. peran serta masyarakat;

g. penyelesaian pengaduandalam penyelenggaraan pelayanan; dan

h. sanksi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Huruf a
Pemberian pelayanan publik tidak boleh menyimpang dari
peraturan perundang-undangan.

Hurufb. ..
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Hurufb
Cukup jelas.

Hurufc
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a
Pemberian pelayanan tidak  boleh  \imerngutamakan
kepentingan pribadi dan/atau golongan,

Huruf b
Jaminan terwujudnya hak’ dan kewajiban dalam
penyelenggaraan pelayanans

Hurufc
Pemberian pelayaran, tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d
Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang
harus' dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima
pelayanan.

Hurufe
Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai
dengan bidang tugas.

Huruf f
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan
harapan masyarakat.

Hurufg. ..
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Hurufg

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang
adil.

Hurufh
Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses
dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang
diinginkan,

Huruf i
Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hurufj
Pemberian kemudahan terhadap kélompok rentan sehingga
tercipta keadilan dalam pelayanan.

Huruf k
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu
sesuai dengan standar pelayanan.

Hurufl
Setiap.jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan
terjangkau.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .
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Ayat (3)
Huruf a
Barang publik yang disediakan oleh instansi pemerintah
dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah ditujukan untuk mendukung program dan tugas
instansi tersebut, sebagai contoh:

1. penyediaan obat untuk flu burung yang
pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan
dan belanja negara di Departemen Kesehatan;

2. kapal penumpang yang dikelola oleh \PT (Persero)
PELNI untuk memperlancar pelayanan /perhubungan
antar pulau yang pengadaannya menggunakan
anggaran pendapatan dan/~belanja negara di
Departemen Perhubunganydan

3. penyediaan infrastruktur’ transportasi perkotaan
yang pengadaannya’ menggunakan  anggaran
pendapatan ddn belanja daerah.

Huruf b
Barang ¢publik yang ketersediaannya merupakan hasil
dari kegiatan badan usaha milik negara dan/atau badan
usaha. milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas
untuk menyelenggarakan pelayanan publik (public
Service obligation), sebagai contoh:

1. listrik hasil pengelolaan PT (Persero} PLN; dan

2, air bersih hasil pengelolaan perusahaan daerah air

minum,

Huruf ¢
Misi negara adalah kebijakan untuk mengatasi
permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau
mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan
kepentingan dan manfaat orang banyak, sebagai contoh:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 1. kebijakan . ..
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1. kebijakan menugaskan PT (Persero) Pertamina dalam
menyalurkan bahan bakar minyak jenis premium
dengan harga yang sama untuk eceran di seluruh
Indonesia,;

2. kebijakan memberikan subsidi agar harga pupuk
dijual lebih murah guna mendorong petani
berproduksi;

3. kebijakan memberantas atau mengurangi penyakit
gondok yang dilakukan melalui pemberian yodium
pada setiap garam (di luar garam industri);

4. kebijakan menjamin harga jual .gabah” di tingkat
petani melalui penetapan harga pembehan gabah
yang dibeli oleh Perum Badan.Usaha Logistik;

5. kebijakan pengamanan /cadangan pangan melalui
pengamanan harga /pangan pokok, pengelolaan
cadangan dan distribusi pangan kepada golongan
masyarakat terterrtu,dan

6. kebijakan pengadaan tabung gas tiga kilo gram
untuk kelemmpok masyarakat tertentu dalam rangka
konversiqminyak tanah ke gas.

Ayat (4)
Huruf'a

Jasa publik dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara
lain pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas),
pelayanan pendidikan (sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, sekolah menengah atas, dan
perguruan tinggi], pelayanan navigasi laut (mercu suar
dan lampu suar], pelayanan peradilan, pelayanan
kelalulintasan (lampu lalu lintas), pelayanan keamanan
(jasa kepolisian), dan pelayanan pasar.

Hurufb. ..
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Hurufb

Jasa publik dalam ketentuan ini adalah jasa yang
dihasilkan oleh badan usaha milik negara/badan usaha
milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk
menyelenggarakan pelayanan publik (public service
obligation), sebagai contoh, antara lain jasa pelayanan
transportasi angkutan udara/laut/darat yang dilakukan
oleh PT (Persero) Garuda Indonesia, PT (Persero) Merpati
Airlines, PT (Persero) Pelni, PT (Persero) KAl, dan PT
(Persero) DAMRI, serta jasa penyediaan air bersih yang
dilakukan oleh perusahaan daerah air minuni:

Hurufc
Misi negara adalah kebijakan‘ untuk mengatasi
permasalahan tertentu, Kegiatan tertentu, atau
mencapal tujuan tertentu yang berkenaan dengan
kepentingan dan manfagt orang banyak, sebagai contoh:

1. jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
oleh rumah sakit swasta;

2. jasa penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta
harug’  “mengikuti ketentuan  penyelenggaraan
pendidikan nasional;

3. jasa‘pelayanan angkutan bus antarkota atau dalam
kota, rute dan tarifnya ditentukan oleh pemerintah;

4. jasa pelayanan angkutan udara kelas ekonomi, tarif
batas atasnya ditetapkan oleh pemerintah;

5. jasa pendirian panti sosial; dan

6. jasa pelayanan keamanan.

Ayat (5)
Skala kegiatan didasarkan besaran biaya tertentu yang
digunakan dan merupakan jaringan yang dimiliki dalam
kegiatan pelayanan sebagai ukuran untuk dikategorikan
sebagai pelayanan publik.

, . _ Ayat {6) . . .
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41411.pdf

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Hurufa
Tindakan administratif = pemerintah  merupakan
pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah, antara
lain yang dimulai dari seseorang yang lahir memperoleh
akta kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akta
kematian, termasuk segala hal ihwal yang diperlukan
oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya, seperti
memperoleh izin mendirikan bangunaii, izin usaha,
sertifikat tanah, dan surat nikah.
Huruf b
Tindakan administratif /‘nonpemerintah merupakan
pelayanan pemberian/dokumen oleh instansi di luar
pemerintah, antara(lairr urusan perbankan, asuransi,
kesehatan, keamanan, pengelolaan kawasan industri,
dan pengelolagn-kegiatan sosial.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukupijelas:
Ayat (2)
Huruf a

Pembina di lingkungan lembaga negara adalah ketua
atau nama lain setiap lembaga negara.

Lembaga negara meliputi Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,
Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga . . .
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Lembaga komisi negara atau yang sejenis adalah
lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang
dan bersifat mandiri serta tidak memiliki hubungan
organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, antara
lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman
Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, dan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Kementerian adalah kementerian negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara.

Lembaga pemerintah nonkementerian \adalah lembaga
pemerintah yang dibentuk betdasarkan peraturan
perundang-undangan, antara lair-Lembaga Administrasi
Negara, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik,
dan Badan Nasional“Peneémpatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indoriesia.

Lembaga lainnya; seperti Palang Merah Indonesia dan
Lembaga SefisorFilm.

Hurufb
Cukupjelas.

Hurufc¢
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4] . ..
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Laporan dapat disampaikan secara berkala sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

Penanggungjawab terdiri atas:

a. pimpinan kesekretariatan pada~lémbaga negara dan
kementerian, sekretaris utama pada lembaga pemerintah
nonkementerian, sekretaris/jenderal atau sekretaris, atau
sebutan lain pada lembaga 'komisi negara atau yang
sejenis, Wakil Jaksa Agung, dan Wakil Kepala Kepolisian
Negara Republik [ridonesia;

b. sekretaris daeralrpada pemerintah provinsi;
c. sekretarisdaérah pada pemerintah kabupaten; dan

d. sekretans daerah pada pemerintah kota.

Ayat (2)
Cukupijelas.
Ayat (3)
Huruf a
Perumusan kebijakan nasional tentang pelayanan
publik merupakan upaya untuk memperbaiki,
melengkapi, dan mengembangkan kebijakan dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
Huruf b

Cukup jelas.

' . _ Hurufc ...
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Hurufc
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Sistem pelayanan terpadu merupakan satu” kesatuan
pengelolaan dalam pemberian pelayanan‘yang dilaksanakan
dalam satu tempat dan dikontrol oleh<sistem pengendalian
manajemen guna mempermudahj ~mempercepat, dan
mengurangi biaya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Secara berkala‘dan berkelanjutan merupakan periode yang
dilakukan “dalam waktu 3 (tiga) bulan, 6 {enam) bulan, 12
(dua belas) bulan, atau 24 (dua puluh empat) bulan sekali
yang diatur sesuai dengan standar pelayanan yang
ditetapkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11 ...
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Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan internal penyelenggara merupakan ketentuan
yang mengatur peningkatan kinerja pelaksana, misalnya
ketentuan disiplin, etika, prosedur, dan instruksi kerja.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Teknis operasional“’pelayanan merupakan kegiatan yang
terkait langsurig dengan pelaksanaan pelayanan, antara lain
penyediaan |\ sumber daya pelayanan, seperti teknologi,
peralatan ‘dan sumber daya lain, serta standar operasional
prasedur(SOP).

Pendukung pelayanan merupakan kegiatan yang tidak
terkait langsung dengan operasional pelayanan tetapi
diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan, antara lain
penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan
pelatihan.

Ayat (3)
Dalam keadaan darurat pemberi bantuan dapat
mengeluarkan surat penugasan kepada pihak terkait untuk
melaksanakan pemberian bantuan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka Avat(4) ...
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Ayat (4)
Keadaan darurat merupakan keadaan yang ditetapkan oleh
instansi yang bertanggung jawab. Dalam menetapkan
kejadian sebagai keadaan darurat, dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Ayat (1)

Penyerahan sebagian tugas merupakan pemberian sebagian
tugas kepada pihak lain dari seluruh tugas penyelenggaraan
pelayanan, kecuali yang menurut undang-undang harus
dilaksanakan sendiri oleh penyelenggdara; ” misalnya
pelayanan KTP, SIM, paspor, sertifikat tanah,dan pelayanan
perizinan lain.

Pihak lain adalah pihak di luar penyelenggara yang diserahi
atau diberi sebagian tugas oleh’ peny€lenggara pelayanan.

Pengertian kerja sama juga”termasuk penunjukan operator
pelaksana atau kontrakter ~“yang diberi hak menjalankan
fungsi penyelenggaraj, Ihisalnya pengelolaan parkir dan air
minum yang diserahkan kepada swasta.

Huruf a
Cukup jelas.

Hurufp

Materi perjanjian kerja sama yang wajib diinformasikan
adalah hal-hal penting yang perlu diketahui oleh
masyarakat, misalnya apa yang dikerjakan, siapa yang
mengerjakan, jangka waktu kerja sama, dan pekerjaan
yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
yang penginformasiannya merupakan bagian dari
maklumat pelayanan.

Hurufc
Cukup jelas.

. : . Hurufd. ..
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Hurufd
Informasi tentang identitas pihak lain dan identitas
penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan
meliputi nama, alamat, telepon, pesan layanan singkat
(short message service (sms)), dan laman (website).

Hurufe
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Tidak menambah beban bagi masyarakat/dimaksudkan tidak
memberikan tambahan biaya, prosedur‘yang berbelit, waktu
penyelesaian yang lebih lama, atau Hambatan akses.

Ayat (4)

Kerja sama tertentu 'merupakan kerja sama yang tidak
melalui prosedur sébagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b yang bukan bersifat darurat yang harus
diselesaikan<dalam waktu tertentu, misalnya pengamanan
pada saat-penerimaan tamu negara, transportasi pada masa
liburan. lebaran, dan pengamanan pada saat pemilihan
umumy

Ayat (5}
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16 . . .
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Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Kemampuan penyelenggara berupa “dukungan pendanaan,
pelaksana, sarana, prasarana, dan/dtau fasilitas pelayanan.

Ayat (2)
Pihak terkait merupdkan pihak yang dianggap kompeten
dalam memberikari mastukan terhadap penyusunan standar
pelayanan.

Ayat (3)
Cukup.jelas.

Ayat (4)
Keberagaman berupa pengikutsertaan masyarakat yang
mewakili berbagai unsur dan profesi, antara lain tokoh
masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya
masyarakat.

Ayat (5}
Cukup jelas.

Pasal 21 . ..
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Pasal 21
Huruf a
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penyelenggaraan pelayanan.

Hurufb
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

Huruf ¢
Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi ‘pémberi dan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

Hurufd
Jangka waktu yang diperlukan untuk,menyelesaikan seluruh
proses pelayanan dari setiap jeriis pelayanan.

Huruf e
Ongkos yang dikenakan ‘kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atan -~ memperoleh pelayanan dari
penyelenggara {yang”  besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan‘azitara penyelenggara dan masyarakat.

Huruf f
Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

Huruf g
Peralatan dan  fasilitas yang  diperlukan  dalam
penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas
pelayanan bagi kelompok rentan.

Huruf h
Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

Hurufi. ..
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Huruf i
Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja
atau atasan langsung pelaksana.

Huruf j
Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak
lanjut.

Huruf k
Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.

Huruf 1
Cukup jelas.

Huruf m
Kepastian memberikan rasa, aman dan bebas dari bahaya,
risiko, dan keragu-raguan.

Hurufn
Penilaian untuk )menigetahui seberapa jauh pelaksanaan
kegiatan sesuaidengan standar pelayanan.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukupjelas.

Ayat (2)
Dipublikasikan secara jelas dan luas merupakan

penginformasian kepada  khalayak sehingga mudah
diketahui, dilihat, dibaca, dan diakses.

Pasal 23 . ..
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Pasal 23
Ayat {1)
Sistern informasi yang bersifat nasional berisi informasi
seluruh penyelenggaraan pelayanan yang diperlukan untuk
merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Sistem informasi elektronik merupakan, penerapan teknologi
informasi yang berbasis jaringan/telekomunikasi dan media
elektronik, yang  berfungsi\ ‘merancang, memroses,
menganalisis, menampilkdn, “dan/atau menyebarkan
informasi elektronik.

Huruf a
Profil penyélenggara meliputi nama, penanggung jawab,
pelaksana; struktur organisasi, anggaran
penyelenggaraan, alamat pengaduan, nomor telepon,
dan pos-el (email).

Hurufb
Profil pelaksana meliputi pelaksana yang bertanggung
jawab, pelaksana, anggaran pelaksanaan, alamat
pengaduan, nomor telepon, dan pos-el (email).

Hurufc
Standar pelayanan berisi informasi yang lengkap
tentang keterangan yang menjelaskan lebih rinci isi
standar pelayanan tersebut.

Hurufd. ..
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Hurufd
Cukup jelas.

Hurufe
Pengelolaan pengaduan merupakan proses penanganan
pengaduan mulai dari tahap penyeleksian, penelaahan,
dan pengklasifikasian sampai dengan kepastian
penyelesaian pengaduan.

Huruf f
Penilaian kinerja merupakan hasil, \pelaksanaan
penilaian penyelenggaraan pelayanan, ‘wang dilakukan
oleh penyelenggara sendiri, bersama ‘dengan pihak lain,
atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara
untuk mengetahui gambarax kinerja pelayanan dengan
menggunakan metode penilaiaritertentu.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Dalam melakukan pengelolaan sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas pelayanan, penyelenggara melaksanakan
perencanaan, pengadaan, pemeliharaan serta inventarisasi
sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan secara
sistematis, transparan, lengkap, dan akurat.

Ayat (2)
Pelaksana yang wajib memberikan laporan adalah pejabat
yang bertanggung jawab memberikan laporan kepada
penyelenggara.

Ayat (3) . ..
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4]
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Batal demi hukum merupakan pérjanjian yang batal sejak
awal diadakan atau tidak memiiiki akibat hukum.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ketentuan ini tidak berlaku dalam keadaan kuasa kahar
(force majeure), misalnya kerusuhan massa, huru-hara
politik, perang, bencana alam, dan kendala lapangan yang
tidak bisa diatasi.

Pasal 29 . ..
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Pasal 29
Ayat (1)
Masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara
lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak,
korban bencana alam, dan korban bencana sosial.

Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan
tanpa tambahan biaya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Pelayanan berjenjang merupakan pelaydanan yang diberikan
kepada masyarakat sesuai derigdan kemampuan ekonomi
masyarakat agar pelayanan lebihvnyaman, baik, dan adil.

Ayat (2)
Proporsi akses merupadkan perbandingan persentase
penyediaan kelas-"pelayanan secara berjenjang kepada
kelompok masyarakat pada setiap jenis pelayanan.

Ayat (3)
Cukupjéelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pelayanan publik yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang  biaya/tarif pelayanannya
dibebankan kepada negara, antara lain kartu tanda
penduduk dan akta kelahiran.

Ayat (3] . . .
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Cukup jelas.

Ayat (4}
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
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Lembaga independen merupakan lembaga\ yang dibentuk
berdasarkan undang-undang, antaralain\ Komnas HAM,
Komisi Perlindungan Anak, Komisi+ Ferigawas Persaingan
Usaha, Komisi Penyiaran Indonesia; Komisi Pemberantasan
Korupsi, dan lembaga yang <oleh/ peraturan perundang-
undangan ditetapkan sebagai lembaga yang
menyelenggarakan pelayanan-{ublik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukupjelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukupjelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Ayat (2)
Mengelola pengaduan merupakan proses penanganan
pengaduan mulai dari tahap penyeleksian, penelaahan, dan
pengklasifikasian sampai dengan kepastian penyelesaian
pengaduan.

Ayat (3)
Menindaklanjuti merupakan penyelesaian pengaduan sampai
tuntas, termasuk kejelasan hasil, seperti sanksi kepada
pelaksana, pengubahan pengaturan, dan penerbitan
dokumen yang diminta pengadu.

Ayat (4)
Sarana pengaduan, antara lain sipmer telepon, pesan
layanan singkat (short message, service (sms)), laman
(website), pos-el (email), dan kotak pengaduan.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Berkala .adalah’ secara rutin, teratur, dan dalam jangka
waktu..tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
setahun.

Ayat (2)
Indikator kinerja merupakan ukuran atau alat penunjuk
vang digunakan untuk menilai kinerja.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Ayat (2]
Cukup jelas.

Ayat (3)
Lembaga sebagaimana dimaksud ayat ini dapat dibentuk
pada tingkat nasional maupun daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam hal penyelenggara dapat membuktikan bahwa materi
aduan‘tidak benar atau perbuatan penyelenggara tidak salah
atau_1iidak melanggar, pengadu dapat diberi dokumen
pembuktian.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . ..
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Dalam hal pengadu tidak dapat melengkapi materi aduan
dalam batas waktu yang ditentukan, pengaduan dinyatakan
batal.

Pasal 45
Ayat (1}
Atasan pelaksana sebagai pihak yang bertanggung jawab dan
sekaligus memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi
kepada pelaksana yang menjadi bawahannyay

Atasan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat ini
juga berlaku untuk korporasi.

Ayat (2)
Cukup jeias.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)

Kewajiban ~Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia juga meliputi bidang-bidang pelayanan
publik  yang  dilaksanakan oleh  korporasi yang
pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara
dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi
ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Perwakilan di daerah merupakan perwakilan yang dibentuk
di ibukota provinsi atau ibukota kabupaten/kota yang
dipandang  perlu. Pembentukan  dimaksud  harus
memperhatikan aspek efektivitas, efesiensi, kompleksitas dan
beban kerja.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat {5}
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku bagi penyelenggara adalah peraturan yang
mengatur penyelenggara, misalnya pegawai negeri sipil
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian atau anggota kepolisian diatur dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
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Republik Indonesia. Penyelenggara dalam bentuk korporasi,
diberlakukan peraturan di lingkungan korporasi yang
bersangkutan.

Pasal 48
Ayat (1)
Penerapan prinsip independen, nondiskriminasi, dan tidak
memihak dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
keberpihakan dalam menyelesaikan materi aduan karena
pihak teradu dan penyelenggara yang menyelesaikan aduan
berada dalam instansi/lembaga yang sama.

Ayat (2)
Kewajiban menerima dan merespos ‘dimaksudkan untuk
memperoleh objektivitas dalam_ /memutuskan penanganan
penyelesaian pengaduan.

Ayat (3)
Dengar pendapat dapat ~“dilakukan secara terpisah
merupakan forum pértemuan antara pengadu dan teradu
secara terbatas terhadap permintaan pengadu karena alasan
tertentu yang dapat mengancamnya.

Ayat (4]
Gantie-rligi” yang diajukan pengadu harus mempunyai
huburigan sebab akibat (kausalitasjdari perbuatan
penyelenggara yang merugikan.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3}
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Ajudikasi khusus adalah ajudikasi yang hanya terkait
dengan penyelesaian ganti rugi. Penyelesaian ganti rugi
dalam ketentuan ini dimaksudkan apabila tidak dapat
diselesaikan dengan mediasi dan konsiliasi.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Dalam peraturan presiden ini, antara lain diatur mengenai
kewajiban penyeleriggara membayar ganti rugi yang baru
dapat dibaydrKanoleh pimpinan penyelenggara setelah nilai
kerugian, “~dimaksud dapat dibuktikan besarannya oleh
pengadu dan diterima oleh penyelenggara. Dengan
dibayarkannya ganti rugi, aduan dinyatakan selesai.

Ayat (9)
Pemberitahuan kepada pengadu dapat berupa tembusan
surat, salinan, atau petikan.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53 . ..
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Pasal 53
Ayat (1)
Masyarakat yang melaporkan adalah masyarakat yang
mengalami atau mengetahui tindak pidana yang dilakukan
oleh penyelenggara pelayanan publik.,

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukupjelas.

Ayat (5)
Cukup jeles.

Ayat (6)
Cukupjelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
diartikan bagi pegawai negeri adalah kehilangan statusnya
sebagail pegawai negeri, bagi pelaksana di luar pegawai negeri
pengenaan sanksi disamakan dengan pegawai negeri.

Ayat (9) . . .
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Ayat (9)
Pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai negeri
diartikan kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri, bagi
pelaksana di luar pegawai negeri pengenaan sanksi
disamakan dengan pegawai negeri.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Pimpinan penyelenggara adalah orang yang bertanggung
jawab terhadap kéeseluruhan tugas dan kewajiban pelayanan,

Ayat (2)
Dalam-hal “penyelenggara berbentuk korporasi, pengenaan
sanksl) Kepada penyelenggara tertinggi (direksi] diberikan
oleh pemegang saham.
Dalam hal penyelenggara berbentuk organisasi masyarakat
berbadan hukum, pengenaan sanksi Kepada penyelenggara
tertinggi diberikan oleh pembina organisasi.

Ayat (3}
Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada
penyelenggara untuk dibebaskan dari pembayaran ganti rugi
apabila dapat membuktikan bahwa perbuatan yang
dilakukannya tidak menimbulkan kerugian.

Pasal 58 . . .
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Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Materi peraturan pemeriritah-bérisi:

41411.pdf

a. keharusan bagl pémerintah untuk menetapkan pedoman
penyusunan standar pelayanan dalam waktu 6 (enam)

bulan; dan

b. kewajibarn sé¢tiap penyelenggara menyusun, menetapkan,
dan. metierapkan standar pelayanan paling lambat dalam
wakiu'6 (enam) bulan setelah pedoman selesai.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jeias.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5038
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